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KATA PENGANTAR

Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi DKI Jakarta terus melanjutkan
pembangunan infrastruktur yang menjadi program daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan tertuang
dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga 2023-2026. Prioritas
program yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain untuk menuntaskan
program-program yang menjadi prioritas DKI Jakarta, seperti Pembangunan Jalan
Tembus atau Missing Link, Penataan ex-Jalan Nasional, Penataan jaringan utilitas,

Penataan jalan, trotoar, bangunan pelengkap berbasis complete street.

Dinas Bina Marga didukung oleh 4 Bidang, 4 unit organisasi dan 5 Suku
Dinas Bina Marga Wilayah yang menjalankan 2 (Dua) sasaran strategis dan 3
(tiga) program. Pada tahun 2023, kerja keras Dinas Bina Marga dituangkan dalam
Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penggunaan seluruh
sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Bina Marga sebagaimana tertuang
dalam Renstra Dinas Bina Marga 2023-2026. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja
tahun 2023, Dinas Bina Marga mencapai kinerja yang cukup memuaskan yaitu
sebesar 90,65% dari segi penyerapan Dinas Bina Marga. Berbagai hasil
pembangunan infrastruktur secara langsung telah dirasakan oleh masyarakat,
antara lain pembangunan jalan, trotoar, Jembatan Penyebrangan Orang, Jembatan
Antar Kampung, Penerangan Jalan dan Utilitas.



HAwA mavia

DINAS BINA MARGA @ (d)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Bina
Marga yang telah menyelesaikan berbagai program pada tahun 2023 yang lalu.
Dokumen laporan Kinerja ini memberikan informasi secara rinci tentang
keberhasilan dan hal-hal yang perlu disempurnakan oleh Dinas Bina Marga
kedepan. Dengan demikian kami berharap agar Laporan Kinerja Dinas Bina Marga
tahun 2023 ini dapat memberikan informasi yang berimbang dan objektif terhadap
capaian Pembangunan dan Pemeliharaan yang dilakukan Dinas Bina Marga di
tahun 2023,
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Bina Marga Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2023 pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban kepada publik
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas,
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance). Penyusunan
laporan kinerja ini mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diturunkan dalam
bentuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dan Instruksi Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2021.

Hal yang dibahas dalam laporan ini mencangkup Gambaran Umum, Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta,
Perjanjian Kinerja, serta Akuntabilitas beserta Capaian Kinerja yang mengacu
pada Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga Tahun 2023.

Laporan ini menyajikan hasil evaluasi terhadap 2 (Dua) Sasaran Strategis yang
termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian tujuan Dinas
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi yang dilakukan mencakup
penilaian capaian Kkinerja yang menganalisis keberhasilan  maupun
ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan diukur.

Rincian Tujuan dan Sasaran Strategis beserta capaiannya yang termasuk
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian tahun 2023 adalah sebagai berikut:
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Tabel 1 Rumusan Sasaran Strategi Dinas Bina Marga TA 2023

. Indikator Target Realisasi .
No Sasaran Strategi Kinerja Tahunan | Tahunan Capaian
1 | Penyediaan Jalan dengan | Ratio jalur 6.06 6.25 Tercapai
Infrastruktur Pendukung pedestrian yang
untuk Mobilitas yang dilengkapi
Optimal fasilitas
pendukung pada
lokasi
transportasi
massal
2 | Pembangunan dan Persentase Jalan 96% 97.27% Tercapai
Pemeliharaan dengan Kondisi
Infrastruktur Bina Marga | Mantap

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data diatas, secara umum capaian pelaksanaan kegiatan Dinas
Bina Marga tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik karena telah memenubhi
target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rata-rata capaian 100% yang masuk
dalam kategori baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.




BAB 1 - PENDAHULUAN
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BAB 1 PENDAHULUAN

11

1.2

LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Laporan
Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil
yang dicapai dari masing - masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen
pelaksanaan APBN/APBD. Hal ini bertujuan untuk wujudkan pemerintahan yang
baik (good governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan
efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat,
guna membina dan mempertanggungjawabkan anggaran, serta manajemen yang baik

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana otonomi
daerah pada urusan Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,
pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan
pengamanan jalan, dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas
Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Dinas yang
bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bawah
koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

GAMBARAN UMUM

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta kedudukannya diatur dan ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 57

Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA

Tugas pokok yang diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi

DKI Jakarta adalah Dinas Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
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pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan

bidang jalan dan penyelenggaraan penerangan jalan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

mempunyai fungsi:

a.

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran
Dinas Bina Marga;

pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Bina Marga;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur
Dinas Bina Marga;

perumusan, penggoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang jalan dan
penyelenggaraan penerangan jalan umum;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang jalan dan
penyelenggaraan penerangan jalan umum;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada
suburusan bidang jalan dan penyelenggaraan penerangan jalan umum;
pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi
pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan
bidang jalan dan penyelenggaraan penerangan jalan umum;

pengelolaan data, informasi dan transformasi digital pelaksanaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang pada sub urusan bidang jalan dan penyelenggaraan penerangan jalan
umum;

perencanaan, pembangunan dan peningkatan, pemeliharaan, perawatan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan jalan, jembatan dan
bangunan pelengkap jalan berserta perlengkapan jalan dan penerangan jalan
umum; penelitian dan pengembangan di bidang jalan, jembatan dan bangunan
pelengkap jalan berserta perlengkapan jalan dan penerangan jalan umum;

pelayanan penyelidikan, pengujian dan pengukuran di bidang bina marga;
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k. pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan jalan, jembatan dan
bangunan pelengkap jalan beserta perlengkapan jalan;

I. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah untuk
bidang jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan berserta perlengkapan
jalan dan penerangan jalan umum;

m. pelaksanaan pembangunan dan preservasi peningkatan jalan dan jembatan dan
penerangan jalan umum, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan dan
peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan umum;

n. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan di bidang bina marga;

0. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan
jernbatan serta leger jalan;

p. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Bina Marga;

g. pelaksanaan  koordinasi,  pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga;
pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur
dan/atau Sekretaris Daerah.

1.2.2 SUSUNAN ORGANISASI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI

Jakarta dilengkapi dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas Bina Marga, terdiri atas:
. Subbagian Umum;
. Subbagian Keuangan;
c. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
" Subkelompok Perencanaan Jalan dan Jembatan;
. Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
. Subkelompok Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
d. Bidang Kelengkapan Jalan, terdiri atas:
=  Subkelompok Perencanaan Kelengkapan Jalan;

= Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Jalan; dan
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. Subkelompok Pemeliharaan Kelengkapan Jalan.
e. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota.
" Subkelompok Perencanaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kota;
" Subkelompok Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana
Utilitas Kota; dan
. Subkelompok Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kota.
f. Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum.
= Subkelompok Penerangan Jalan;
" Subkelompok Penerangan Sarana Umum; dan
. Subkelompok Pengembangan dan Logistik
g. Suku Dinas Bina Marga Kota, terdiri atas:
" Subbagian Tata Usaha;
. Seksi Perencanaan;
. Seksi Jalan, Jembatan, dan Kelengkapan Jalan; dan
" Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Jalan
. Umum.
h. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga,
terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
" Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga, terdiri dari Subbagian Tata
Usaha; Unit Pengadaan Tanah Bina Marga, terdiri dari Subbagian Tata
Usaha;
. Pusat Data dan Informasi Bina Marga, terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
i. Jabatan Fungsional; dan

J. Jabatan Pelaksana.

Uraian tugas dan fungsi dari Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta di atas adalah :
A. Kepala Dinas
Kepala Dinas Bina Marga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Bina Marga berada di bawah
koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah. Kepala
Dinas melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan

9



DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

umum dan penataan ruang pada suburusan bidang jalan dan penyelenggaraan

penerangan jalan umum.

B. Sekretariat

Sekretariat Dinas Bina Marga dipimpin oleh Sekretaris Dinas Bina Marga.
Sekretaris Dinas Bina Marga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Bina Marga. Sekretariat Dinas Bina Marga mempunyai tugas
menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Bina Marga. Dalam
melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
=  Pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Bina

Marga,;
=  Pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan barang milik

daerah Dinas Bina Marga;
=  Pengoordinasian pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Bina

Marga,;
= Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan

kehumasan Dinas Bina Marga;
= Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan

Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

»  Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Bina Marga; dan
= Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina

Marga.

C. Bidang Jalan dan Jembatan
Bidang Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Bina Marga. Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi jalan, jembatan dan simpang tak sebidang. Dalam
melaksanakan tugas, Bidang Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi

Perumusan kebijakan di bidang Jalan dan Jembatan.

= Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Jalan dan Jembatan;

10
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Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang jalan

dan jembatan;

Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan/peningkatan, pemeliharaan
jalan, jembatan dan simpang tak sebidang;

Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian kegiatan pembangunan/peningkatan, pemeliharaan jalan,

jembatan dan simpang tak sebidang;

Pelaksanaan pembangunan dan presevasi peningkatan jalan, jembatan dan

simpang tak sebidang;

Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan, jembatan dan simpang tak

sebidang; dan

Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan

jembatan serta leger jalan.

Perumusan kebijakan di bidang Jalan dan Jembatan;

Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Jalan dan Jembatan;
Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
jalan dan jembatan;

Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan/peningkatan, pemeliharaan

jalan, jembatan dan simpang tak sebidang;

Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem perencanaan,
Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan/peningkatan,
Pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang;

Pelaksanaan pembangunan dan presevasi peningkatan jalan, jembatan dan

simpang tak sebidang;

Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan, jembatan dan simpang tak
sebidang; dan

Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan

jembatan serta leger jalan.

11
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D. Kelengkapan Jalan
Bidang Kelengkapan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang Kelengkapan Jalan.

Bidang Kelengkapan Jalan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Bina Marga. Bidang Kelengkapan Jalan mempunyai tugas
perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian,
pemantauan, evaluasi dan pengamanan kelengkapan. Dalam melaksanakan tugas
Bidang Kelengkapan Jalan, menyelenggarakan fungsi:

= Perumusan kebijakan di bidang Kelengkapan Jalan;

Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelengkapan Jalan;

= Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Kelengkapan Jalan;

= Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengendalian kegiatan

= Pembangunan/peningkatan, dan pemeliharaan kelengkapan jalan dengan
instansi terkait;

= Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, peningkatan dan emeliharaan
kelengkapan jalan; dan

= Pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi kegiatan

pembangunan/peningkatan, dan pemeliharaan kelengkapan jalan.

E. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota
Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dipimpin oleh Kepala Bidang

Prasarana dan Sarana Utilitas Kota. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas
Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina
Marga. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pembangunan, peningkatan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan
prasarana dan sarana utilitas kota. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota
menyelenggarakan fungsi:
= perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana utilitas kota;
= pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana
utilitas kota;
= pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
prasarana dan sarana utilitas kota;

12
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pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
pembangunan/peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas
kota dengan instansi terkait;

pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
pembangunan/peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas
kota;

pelaksanaan uji coba/mock up terhadap peralatan, material teknis dan
teknologi terbaru Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota;

pelaksanaan koordinasi penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan,
penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana utilitas kota; dan
pelaksanaan pemberian teknis prasarana dan sarana utilitas kota kepada

instansi lain

F. Bidang Penerangan Jalan dan Sarana umum

Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum dipimpin oleh Kepala Bidang

Penerangan Jalan dan Sarana Umum. Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Sarana

Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina

Marga.

Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum mempunyai tugas

menyelenggarakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan penyelenggaraan penerangan jalan dan sarana umum. Bidang Penerangan

Jalan dan Sarana Umum menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan teknis di bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum;
pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerangan Jalan dan
Sarana Umum,;

pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Penerangan Jalan dan Sarana Umum;

pelaksanaan verifikasi tagihan listrik pencahayaan kota terhadap daya yang
terpasang;

pelaksanaan proses penyambungan daya listrik penerangan jalan dan sarana

umum;
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pelaksanaan uji coba/mock up terhadap peralatan, material teknis dan
teknologi terbaru penerangan jalan dan sarana umum;

pelaksanaan perencanaan teknis penerangan jalan dan sarana umum;
pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas penerangan jalan dan
sarana umum;

pelaksanaan  koordinasi penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan,
penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai
penerangan jalan dan sarana umum;

pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan perbekalan teknis untuk
kebutuhan penerangan jalan dan sarana umum;

pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen
penerangan jalan dan sarana umum;

pelaksanaan proses serah terima sarana pencahayaan kota atas peran serta
masyarakat dan pengembang; dan pelaksanaan pengawasan dan

pengendalian penerangan jalan dan sarana umum.

G. Suku Dinas Kota Administrasi

Suku Dinas Bina Marga Kota dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Bina Marga.

Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas

Bina Marga Kota berkoordinasi dengan Walikota. Suku Dinas Bina Marga Kota

mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang jalan dan

penyelenggaraan penerangan jalan umum pada Kota. Dalam melaksanakan tugas,

Suku Dinas Bina Marga Kota menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan pembangunan,
peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, perlengkapan jalan
dan prasarana dan sarana utilitas kota serta penerangan jalan dan sarana

umum pada lingkup Kota Administrasi;

pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan
jalan, jembaran, trotoar dan perlengkapan jalan, prasarana dan sarana utilitas

kota dan penerangan jalan dan sarana umum pada lingkup Kota Administrasi;
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pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan,
trotoar dan perlengkapan jalan serta prasarana dan sarana utilitas kota dan

penerangan jalan dan sarana umum;

pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian
sasaran kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan,
trotoar dan perlengkapan jalan, prasarana dan sarana jaringan utilitas dan
penerangan jalan dan sarana umum termasuk yang dilaksanakan oleh pihak

lain;
pelaksanaan leger jalan;
pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Bina Marga Kota; dan

pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

kerja Suku Dinas Bina Marga Kota.

H. Unit Pelaksana dan Unit Pengelola

Dinas Bina Marga mempunyai dua Unit Pelaksana , satu Unit Pengelola serta

Pusat data dan Informasi untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada

masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi

Dinas Bina Marga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana dan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada diatur dengan Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2023.
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Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dapat digambarkan
sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA

KEPALA THRAR

|
SEKRETARIAT
DINAS
|
SUNBAGIAR SUBEAGIAN
U KELARGAR
[ I | 1
BEIANG
. . HIDANG
HIDANG HIDAKG PRASARANA DAN
N PENERARGAN JALAN
AMLAN DAR JEMBATAR KELENGAAN JALAN SAIANS Esi AT, UL
LAILITAS KIFTA o
| | | | 1
UM PERALATAN LT S P i PLUSAT DATA TAS
e DM PERHRRALAY e xR Pk i ks
KOTA AT ST STRASI s — A BT,
— | I F, rl
E—
FUNRLAGLAN |— e oL :J-:m::wut TATA LEAA
- JRAl I, ATA TAT
B TATA LR TATA USAHA TATA USAEL
1 sEx=
PERERCABAAR
SEKS JALAN
|| oo nas
EELERGRAPAR
JKLAK
SEKS PRASARAMA
AN SARALL
= LITILITAS
KIOTA D45
PENERARGAN LALAN
UL
JAINTAK FUMGSKIRAL
AR JAIATAR PELAKSAMA

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina
Marga
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1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah
dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah DKI Jakarta
adalah masalah pengembangan transportasi yang perlu terus diintegrasikan termasuk
pembangunan trase-trase infrastruktur transportasi publik untuk kemudahan
mobilitas warga Ibu Kota dan Jabodetabek. Oleh karena itu, apabila diselaraskan
kedalam Tugas Pokok dan Fungsi, maka langkah yang dapat dilakukan oleh Dinas
Bina Marga untuk menanggulangi permasalahan yang ada, dijabarkan menjadi
program prioritas sebagai berikut:

o 10 (Sepuluh) Missing Link Baru Di Wilayah DKI Jakarta
o Penataan Jalan-Jalan Protokol Di Provinsi DKI Jakarta
o Peningkatan Kehandalan Tingkat Kemantapan Jalan, Trotoar, Dan Fasilitas

Pendukungnya
o Penataan Jaringan Utilitas Di Provinsi DKI Jakarta
o Penataan Jalan, Trotoar & Fasilitas Pendukung Dengan Konsep Complete

Street Pada Jalur-Jalur Antar Moda Transportasi Publik Serta Konektivitas

Kawasan Permukiman
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SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan uraian diatas, sistematika penyajian LKIP Dinas Sumber Bina
Marga Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Bab I — Pendahuluan
Bagian ini menyajikan Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok
Dan Fungsi; Aspek Strategis Organisasi, Struktur Organisasi, Sumber daya Manusia,

dan ; Permasalahan Utama yang menjadi titik berat konsentrasi Dinas Bina Marga

Bab Il — Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan secara ringkas Rencana Strategis Dinas Bina Marga yang di
tuangkan didalam Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Bina Marga
beserta Indikator Kinerja, Strategi, dan Kebijakan yang tercantum dalam Dokumen

Perencanaan (RPJMD dan Renstra) serta ikhtisar Perjanjian Kinerja

Bab 111 — Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menjabarkan perhitungan capaian kinerja, realisasi penyerapan anggaran,
dan perbandingan capaian Kkinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya disertai
dengan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta hambatan/permasalahan

yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Bab IV - Penutup
Bagian ini menguraikan resume mengenai pencapaian kinerja Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disertai dengan strategi, upaya, dan inovasi yang

dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.

18



BAB 2 - PERENCANAAN
KINERJA




DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Menindaklanjuti RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Perangkat
Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Untuk
perencanaan 4 (empat) tahun kedepan dituangkan ke dalam Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Rencana
Strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat)
tahun, yaitu untuk tahun 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang,
dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Bina Marga

Provinsi DKI Jakarta mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam tiap tahunnya, Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan
KUA-PPAS dan selanjutnya dalam penyempurnaan RKA sampai dengan
penetapan DPA SKPD Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.
Berdasarkan DPA SKPD tersebut, dibuat Perjanjian Kinerja/Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2023 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur dan
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Dinas. Penetapan Perjanjian
kinerja (Perkin) tahun 2023 sebagai target kinerja tahunan dalam rangka mencapai
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan atau kegagalan Dinas
Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan target

yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP),
perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran
Kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun
eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan

kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan
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tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut
sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi

instansi pemerintah.

Rencana strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan: (1) Dimana kita berada sekarang?; (2) Kemana kita akan menuju?; dan
(3) Bagaimana kita menuju ke sana? Dengan melakukan analisis internal dan
eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk
menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk
menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan
dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik
yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan misinya.
Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana” dijawab dengan merumuskan strategi
pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang
harus dilaksanakan oleh organisasi. RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk
menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA sementara yang
akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan
dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Plt. Gubernur dan
Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai
lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD untuk
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan DKI
Jakarta yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan amanat
RPD yang dilaksanakan dengan menetapkan program pembangunan daerah yang
termasuk dalam program dedicated dan menetapkan program prioritas untuk
masing-masing urusan pemerintahan. Dalam hal ini Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta menetapkan program dalam sebahagian urusan pekerjaan umum
dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Perkin yang

ditetapkan.
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2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2022 merupakan acuan dalam penyelenggaraan

pembangunan dengan tujuan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran

strategis pembangunan 5 (lima) tahun. Sehingga fungsi Renstra adalah sebagai
berikut:

1.

Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Gubernur
Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang

dihadapi.

. Sebagai alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses

mencapai sasaran yang ditetapkan.
Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program
dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan

tujuan/sasaran strategi.

Adapun manfaat disusunnya Rencana Strategis adalah :

Menjadi acuan dalam pengalokasian sumber dana pada kegiatan-kegiatan yang
sifatnya strategis untuk pencapaian visi dan misi Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta.

Menjadi acuan seluruh unit kerja di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
serta visi dan misi yang telah ditetapkan.

Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja unit-unit kerja di Dinas Bina
Marga Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian akan berakumulasi menjadi
pencapaian kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.
Menjadi acuan bagi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam

mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya.
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2.2

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 Konsep pembangunan
Jakarta masa depan adalah menjadi kota yang dapat bersaing dengan kota-kota
besar lainnya di dunia, yaitu dengan mewujudkan Jakarta sebagai kota pusat bisnis
dan ekonomi berskala global dengan prinsip-prinsip : Kota yang tahan pandemi
(pandemic proof city), Kota yang tangguh menghadapi krisis (crisis resilient city),
Kota yang mengimplementasikan digitalisasi (digitally advanced city), Kota yang
berkelanjutan dan layak huni (sustainable livable city).

Dalam rangka menuju perwujudan Jakarta ke depan tersebut, strategi
Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 berdasarkan
RPD adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera,
dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan
jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama. Yaitu: Keadilan dan
keberpihakan, Orientasi pada warga dan ruang interaksi dan Birokrasi efektif dan
penguatan tata Kelola.

Perubahan mobilitas, interaksi dan aktivitas warga pasca pandemi juga perlu
diakomodasi oleh kota Jakarta. Untuk itu perubahan paradigma pembangunan
menjadi berorientasi transit (Transit Oriented Development/ TOD) dan berorientasi
digital (digital oriented development/ DOD) fundamental untuk dilakukan.
Pengembangan kota berorientasi transit diantaranya dilaksanakan dengan
pengembangan compact city dimana pemenuhan segala kebutuhan masyarakat ada
dalam skala lingkungan dan prioritasi pengguna jalan kepada pejalan kaki,
pesepeda dan pengguna transportasi umum. Adapun pengembangan kota
berorientasi digital dilakukan tidak hanya melalui transformasi pelayanan
pemerintahan secara digital, namun juga peningkatan konektivitas dan perluasan
cakupan layanan agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari dari

rumah masing-masing secara digital.
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2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI
JAKARTA

Dengan ditetapkannya 4 tujuan DKI Jakarta tahun 2023-2026 dengan 17
sasaran turunannya, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mendukung Strategi
Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023-2026. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi OPD dalam
mendukung RPD, maka untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama
pembangunan transportasi yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu
menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, khususnya guna mewujudkan sarana
dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah
lingkungan, dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta, strategi dan kebijakan
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dijabarkan secara lebih jelas sebagai
berikut:

1. Peningkatan Kehandalan Tingkat Kemantapan Jalan, Trotoar, Dan

Fasilitas Pendukungnya

Untuk menjaga kondisi jalan di Provinsi DKI Jakarta pada tingkat pelayanan

terbaiknya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tindakan-tindakan

yang diperlukan melalui beberapa jenis penanganan yaitu:

e Pemeliharaan Berkala Jalan adalah kegiatan pemeliharaan jalan yang
dilakukan secara periodik ditujukan untuk menjaga kondisi jalan tetap pada
tingkat pelayanannya ketika konstruksi telah mencapai umur rencananya,
selain itu untuk mempertahankan kondisi jalan mantap dilakukan juga
kegiatan Peningkatan Jalan yang ditujukan untuk mengembalikan
(rekonstruksi) akibat usia konstruksi yang telah cukup lama, atau
meningkatkan konstruksi jalan guna menyesuaikan kebutuhan pelayanan.

e Pemeliharaan Rutin Jalan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjaga
kondisi jalan dari kerusakan-kerusakan yang tidak terprediksi dan dapat saja

terjadi sewaktu waktu.
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Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahunnya terhadap seluruh
jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan
mempertimbangkan kondisi aktual dan aspirasi masyarakat. Penggunaan jasa
badan usaha, tenaga kerja perorangan maupun swakelola dapat mejadi bagian
dari metoda pengadaan penanganan jalan dan bangunan pelengkapnya, dengan
pertimbangan teknis dan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Adapun ruang linkup konsentrasi pelaksanaan pekerjaan Dinas Bina Marga
dititik beratkan kepada:

e Penataan Jalan-Jalan Provinsi Di Provinsi DKI Jakarta
e Penataan Jalan Orang/Lingkungan/Kampung merupakan bagian dari
Penataan Kawasan Permukiman yang dilakukan bersama OPD pendukung
lainnya. Alokasi anggaran penanganan penataan jalan orang/ lingkungan/
kampung ini akan banyak mengakomodasi aspirasi atau usulan masyarakat
secara langsung yang masuk melalui musrenbang, reses anggota DPRD,
maupun jalur aspirasi lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan
penanganan dilakukan juga berdasarkan hasil peninjauan dan pertimbangan

teknis dari petugas.

2. Meningkatkan Konektivitas di wilayah provinsi - (10 Missing Link Baru Di
Wilayah DKI Jakarta)
Pelaksanaan peningkatan konektivitas dan road ratio dilaksanakan secara
bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan lahan dan anggaran setiap
tahunnya. Sasaran pengembangan jalan ditujukan untuk meningkatkan
konektivitas wilayah dalam mengakomodasi kebutuhan pergerakan transportasi
masyarakat berupa Pembangunan jalan baru, Pembangunan simpang susun
pada persimpangan jalan dengan rel kereta yang digunakan sebagai salah satu
moda transportasi massal masyarakat, serta pembangunan jalan tembus
(missing link). Melengkapi program pengembangan jaringan jalan,
penyempurnaan lebar jalan mengacu pada lebar trace ideal juga menjadi bagian
dari rencana penanganan untuk peningkatan kapasitas pada jaringan jalan di

Provinsi DKI Jakarta.
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Perjalanan orang tentunya tidak dapat dibatasi hanya pada area-area
tertentu saja dan, ada kalanya orang perlu berpindah dari moda angkutan satu
dengan lainnya, atau juga berpindah dari suatu area ke area lain. Dalam kondisi-
kondisi tertentu, untuk memberikan akses serta menjamin keselamatan pejalan
kaki serta kelancaran lalu-lintas perlu dibangun prasarana penyeberangan bagi
pejalan kaki yang baik dalam bentuk jembatan penyeberangan orang (JPO) baik
untuk melintasi jalan raya, rel Kkereta maupun sungai, terowongan
penyeberangan orang (TPO) ataupun skywalk sebagai prasarana sekaligus juga
dapat menjadi ruang integrasi antar moda angkutan. Jalan Orang Tak Sebidang
(JPO/TPO/Skywalk) yang mengusung konsep rensponsive gender yang
dibutuhkan oleh semua pihak dengan segala umur.

4. Penataan Jalan, Trotoar & Fasilitas Pendukung Dengan Konsep Complete
Street Pada Jalur-Jalur Antar Moda Transportasi Publik Serta

Konektivitas Kawasan Permukiman

e Menyediakan fasilitas pejalan kaki beserta bangunan pelengkapnya di
wilayah provinsi
Di Indonesia, hak pejalan kaki dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang
tersebut menegaskan bahwa akan melindungi hak pejalan kaki dalam
penggunaan jalan dengan merencanakan jalur khusus yang diperuntukkan
untuk berjalan kaki. Oleh karena itu dilakukan pemisahan antara jalur
pejalan kaki dengan jalur kendaraan, yang biasa disebut jalur pedestrian
atau trotoar.Jalur pejalan kaki pada prinsipnya harus disediakan secara
menerus dan tidak boleh terputus. Prinsip aksesibilitas meliputi tiga hal
yaitu prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan termasuk bagi
penyandang disabilitas. Penyediaan trotoar yang responsive gender sebagai
jalur pejalan kaki pada sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor
sekunder menjadi sasaran utama untuk penataan trotar yang di Provinsi
DKI Jakarta untuk saat ini dan masa mendatang. Jalur pejalan kaki yang
dapat memberikan kenyaman bagi pengguna, dengan menyediakan pohon

peneduh atau kanopi agar melindungi pejalan kaki dari matahari.
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Dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut diharapkan lebih banyak

yang memanfaatkan sebagai jalur pejalan kaki.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pedestrian perkotaan
- Prioritas Pejalan Kaki dan sepeda

- Mewujudkan Integrasi Transportasi

- Mendukung Kawasan Berorientasi Transit

- Mengedepankan konsep complete street dan inklusif

Beberapa kaidah teknis, diantaranya rightsizing street dan pengaturan
konsistensi lajur, serta aksesibiitas pejalan kaki termasuk kebutuhan bagi
penyandang disabilitas akan menjadi perhatian dalam penataan trotoar dan
ruang jalan secara keseluruhan. Rightsizing street dan pengatur konsistensi lajur
diterapkan selain menata ulang lajur kendaraan dan trotoar, juga akan
mempertimbangkan kebutuhan secara teknis diataranya jalur Kkhusus
bus/busway serta layby untuk bus stop, jalur sepeda, penyeberang pejalan kaki

yang diharapkan akan meningkatkan efektivitas manfaat ruas jalan.

Set Back Trotoar Jalur Jalur Bus Halte Bus Jalur Bus Jalur Parkir  Jalur Trotoar
Kendaraan Kendaraan On Sepeda

' . Street “

H

- —

Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda
merupakan hal yang tidak terpisahkan dari

1 2 3 4 5 konsep Complete Street, yaitu jalan yang dapat

diakses dan digunakan semua pengguna, usia,
dan kemampuan

Gambar 4 Konsep pembagian ruang jalan
Sumber: ITDP
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Jalur pedestrian terkoneksi dengan sistem transportasi yang didukung dengan
fasilitas-fasilitas pelengkap lainnya, seperti penyediaan penerangan lampu jalan,
halte, bus stop, rambu-rambu jalan, jalur penyeberangan, bollard, ubin pemandu
bagi penyandang disabilitas dan fasilitas lainnya yang dapat memberikan
kenyamanan bagi pejalan kaki termasuk penyandang disabilitas.

Skala Prioritas dalam penataan pedestrian perkotaan:

- Kawasan sekitar terminal bis (BRT, dsb)

- Kawasan sekitar stasiun kereta api (MRT, LRT, KRL dsb)

- Kawasan komersial dan perkantoran

- Kawasan destinasi wisata

- Kawasan pemukiman menuju transportasi umum

RENCANA PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL - BERBASIS JALAN (BUSWA!
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Gambar 5 Pengembangan Sistem Angkutan Massal DKI Jakarta
Sumber: Kajian Kawasan TOD, PT. KAI

Pejalan kaki terdiri dari mereka yang keluar dari tempat parkir mobil/motor
menuju ke tempat tujuan, menuju atau turun dari angkutan umum, sebagian
besar masih memerlukan berjalan kaki, perjalanan kurang dari 1 km sebagian
besar dilakukan dengan berjalan kaki. Oleh karena itu kebutuhan pejalan kaki
merupakan suatu bagian yang integral dalam system transportasi jalan. Salah

satu tujuan manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan

28



DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan

yang besar terhadap aksesibilitas.

e Meningkatkan Panjang Jalan yang Memiliki Sarana Jaringan Utilitas
Terpadu
Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik,
telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi
dan sejenisnya (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan). Jaringan
Utilitas adalah sebidang jalur yang memuat ruang untuk kelengkapan prasarana
dan sarana umum. Fungsi utama jaringan utilitas adalah untuk memberikan
ruang penempatan utilitas yang tertata rapi, teratur dan terpadu sehingga
keberadaan jaringan utilitas merupakan sarana penunjang bagi pembangunan.
Akan tetapi pemanfaatan bagian-bagian jalan oleh pemilik utilitas harus
dilakukan dengan terkendali agar pemanfaatan bagian- bagian jalan diluar
peruntukkannya tidak mengganggu dan merusak fungsi Rumaja (Ruang
Manfaat Jalan) / Rumija (Ruang Milik Jalan) / Ruwasja (Ruang Pengawasan
Jalan) maka dari itu pemanfaatan bagian-bagian jalan diluar peruntukannya
harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan umum No.20/PRT/M/2010
Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan.
Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No.8 Tahun 1999 tentang Jaringan
Utilitas, dijelaskan mengenai penempatan jaringan utilitas di atas tanah, di
bawah tanah maupun di dalam laut, tata cara pengajuan izin hingga sanksi bagi
pemegang izin yang melanggar.
Pengembangan dan penataan jaringan Utilitas merupakan hal yang penting
untuk dilaksanakan. Dengan tertatanya jaringan utilitas galian-galian untuk
instalasi jaringan utilitas pada bahu jalan dapat diminimalkan, sehingga tingkat
kemantapan jalan dapat terjaga.
Secara teknis, penataan jaringan utilitas harus memperhatikan sebagai berikut:
= Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan secara

efektif, efisien, tepat guna,berkelanjutan, terintegrasi dan ramah
lingkungan.

= Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
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= Tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi
pengemudi;

= Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan
pelengkapnya;

= Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana
pengatur lalu lintas lainnya;dan

= Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang

ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

¢ Mengembangkan pencahayaan kota yang smart dan hemat energi untuk
menciptakan keamanan dan kenyamanan publik.
Jakarta yang akan berkembang menjadi kota Megapolitan dimana diharapkan
menunjang prinsip sebagai kota maju, terutama dalam aspek Smart People
dalam konsep Smart City. Perkembangan smart city ini adalah Kota
Cerdas/Pintar yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
berkelanjutan dalam membangun masyarakat kota, mengelola sumber daya
yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat
kepada masyarakat/lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup,
efisiensi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi
kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang
partisipatif. Konsep ini turut mendukung upaya menjaga dan mengembangkan
Jakarta sebagai kota bisnis.
Dalam hal ini Dinas Bina Marga berperan aktif untuk mewujudkan semangat
kota pintar yang diwujudkan dengan melakukan kegiatan pencahayaan kota
yang pintar dan hemat energi di seluruh ruas jalan Provinsi DKI Jakarta
sehingga akan terwujudnya kenyamanan dan keamanan masyarakat Jakarta
dalam menggunakan fasilitas publik.
Program pencahayaan kota yang dilaksanakan oleh Dinas Bina marga menitik
beratkan kepada penggantian armature yang semula menggunakan lampu jalan
konvensional menjadi lampu smart system atau LED yang dapat dimonitor dan

dikontrol sehingga penggunaan energi ke level penanganan yang lebih efisien.
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Dengan teknologi ini Dinas Bina Marga dapat mengurangi emisi gas karbon

sekaligus menghemat energi dan biaya.
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Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga apabila dijabarkan secara detail dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun adalah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3 Penjabaran Tujuan, Sasaran, Program, indicator berserta targetnya

TARGET KINERJA DAN KERANGKA

TUJ:EIT\INS'?:E S-II;IIRRI:)/GS;{’:SI\I;RAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDIS! PENDANAAN K:Ir(‘:'ls'
/ / AWAL 2023 2024 2025 2026 "
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (target)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tujuan Renstra: Ratio jalur pedestrian yang % 5.24 6.06 6.68 7.46 8.39 8
PENYEDIAAN JALAN DENGAN dilengkapi fasilitas
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG pendukung pada lokasi
UNTUK MOBILITAS YANG transportasi massal
OPTIMAL
Sasaran Renstra: Persentase Jalan dengan % 96 96 96.2 96.5 97 97
PEMBANGUNAN DAN Kondisi Mantap
PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR BINA MARGA
PROGRAM PENYELENGGARAAN Indeks Kepuasan Indeks N/A 4 4 4 4 4
JALAN Masyarakat terhadap
Pelayanan Penyelenggaraan
Jalan
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan | Penambahan road ratio 7.1129 7.1162 7.1172 7.1173 7.1183 7.1183
Provinsi
Presentase penambahan 69.59% 75.67% 82.03% 90.32% 100% 100%
trotoar
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA

TUJ::I‘::::Q S-IF-’I;:Q/GSR':SI\‘:RAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI PENDANAAN K:Ir(‘:'ls'
/ / AWAL 2023 2024 2025 2026 I
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (target)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Persentase penambahan 3% 19% 37% 61% 100% 100%
pembangunan SJUT
Persentase Pencahayaan 81% 86% 90% 95% 100% 100%
kota

SK Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 3 3 3 3 3 15

Kebijakan, Strategi Pelaksanaan Advis dan

Pengembangan Jaringan Jalan Layanan Teknis, Kajian

serta Perencanaan Teknis Kebijakan, Bantuan

Penyelenggaraan Jalan dan Teknis, Bimbingan Teknis,

Jembatan Pengelolaan
Pengendalian

SK Pembebasan Lahan/Tanah Luas Lahan yang Tersedia m2 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 90,000

untuk Penyelenggaraan Jalan untuk
Penyelenggaraan Jalan

SK Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun KM 359.76 360.96 362.16 363.36 364.56 364.56
Penambahan luas pejalan M2 1,258,594 | 1,368,594 | 1,483,594 | 1,633,594 | 1,808,594 | 1,808,594
kaki
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA

TUJ::I\JNS'l::z S';:g/(si':sn':RAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI PENDANAAN K:Ir::'iSi
/ / AWAL 2023 2024 2025 2026 "
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (target)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penambahan jumlah titik titik 295,489 313,042 330,595 348,148 365,701 365,701
pencahayaan kota
Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang KM N/A 107.44 115.49 124.38 133.97 481
Dilakukan Pemeliharaan
Secara Berkala
Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang KM N/A 48 46.13 49.88 51.90 196
Dilakukan Pemeliharaan
Secara Rutin
Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang M N/A 30 25 25 25 105
Dibangun
PROGRAM PENGEMBANGAN Indeks Kepuasan Pelayanan indeks 4 4 4 4 4 4
JASA KONSTRUKSI laboratorium di bidang Ke
Bina Margaan
Kegiatan Penyelenggaraan Rasio pegawai yang terlatih Persentase 100 100 100 100 100 100
Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | yang dibuktikan dengan
sertifikat kelulusan
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA disi
TUJ::I‘:::E S-II:-’:QIGSR':SI\‘:RAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI PENDANAAN K:::h.'s'
/ / AWAL 2023 2024 2025 2026 "
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (target)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
SK Penyiapan Jumlah Instruktur/ Asesor/ Orang 60 60 60 60 60 300
Instruktur/Asesor/Penyelenggara | Pelaksana Pelatihan
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi
Kualifikasi Jabatan Ahli
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Indeks Kepuasan Layanan indeks 4 4 4 4 4 4
PEMERINTAHAN DAERAH Penunjang Urusan
PROVINSI Pemerintah Daerah
Administrasi Keuangan Indeks Kepuasan Pelayanan indeks 4 4 4 4 4 4
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Orang/BIn 481 450 433 420 405 1708
ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Indeks Kepuasan Pelayanan indeks 4 4 4 4 4 4
Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Paket N/A 6 6 6 6 24
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Paket N/A 6 6 6 6 24
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA

TUJ::I‘::::Q S-IF-’:Q/GSR':SI\‘:RAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI PENDANAAN K:Ir(‘:'ls'
/ / AWAL 2023 2024 2025 2026 "
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (target)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Paket N/A 1 1 1 1 4
Bahan/Material yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan N/A 6 6 6 6 24
Kunjungan Tamu
Pengadaan Barang Milik Daerah | Indeks Kepuasan Pelayanan indeks 4 4 4 4 4 4
Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Barang Milik
Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Unit 230 25 25 25 25 330
Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Unit 1139 1139 1137 1135 1135 4546
Lainnya Mesin Lainnya yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Indeks Kepuasan Pelayanan indeks 4 4 4 4 4 4
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA

TUJUAN RENSTRA/ SASARAN KONDIS PENDANAAN Kond.|5|
RENSTRA/ PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SATUAN AWAL 2023 2024 2025 2026 Akhir
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (target)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Laporan N/A 6 6 6 6 24
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Laporan N/A 1 1 1 1 4
Umum Kantor Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Indeks Kepuasan Pelayanan indeks 4 4 4 4 4 4
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Unit 230 240 265 290 315
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau
Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara
Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak
dan perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Unit 87 87 87 87 87
Mesin Lainnya Lainnya yang
Dipelihara
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA

TUJUAN RENSTRA/ SASARAN KONDIS PENDANAAN Kond.|5|
RENSTRA/ PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA SATUAN AWAL 2023 2024 2025 2026 Akhir
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (target)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Unit N/A 1 1 1 1 1
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Unit N/A 5 5 5 5 20
Sarana dan Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor
Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Sumber: Renstra Dinas Bina Marga 2023-2026
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2.3

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasi strategi
organisasi, sedangkan kegiatan merupakan aktivitas operasional pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi organisasi pemerintah. Kinerja akan dapat diukur dengan dimulai
dari kegiatan yang dilaksanakan, sejauh mana kegiatan itu sejalan dengan program,

tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2020, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 yang
menginstruksikan perubahan nomenklatur yang dipakai untuk seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berpedoman pada peraturan
tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan dan melakukan
penyederhanaan terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dipakai
untuk dokumen Rencana Kerja Tahun 2022. Selanjutnya pada akhir tahun 2020,
terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 yang menjadi pedoman untuk
merevisi renstra 2017 - 2022, yang kemudian disempurnakan menjadi
Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, sehingga
jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Bina Marga di simplifikasi
dengan tidak merubah target indikator untuk masing — masing program, kegiatan
dan sub kegiatan. Adapun perubahan ini akan digunakan pada rencana kerja Dinas
Bina Marga pada tahun 2023. Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi

DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Kode

DINAS BINA MARGA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan/Material

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
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Kode

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

Pembangunan Jalan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

Pembangunan Jembatan

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan

SUKU DINAS BINA MARGA JAKARTA PUSAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Pembangunan Jalan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

Pembangunan Jembatan
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Kode

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

SUKU DINAS BINA MARGA JAKARTA UTARA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Pembangunan Jalan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

SUKU DINAS BINA MARGA JAKARTA UTARA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Pembangunan Jalan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

SUKU DINAS BINA MARGA JAKARTA SELATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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Kode

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Pembangunan Jalan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

SUKU DINAS BINA MARGA JAKARTA TIMUR

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Pembangunan Jalan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jembatan

Sumber: Sistem akun.jakarta.go.id
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Dinas Bina Marga sesuai tabel di atas, dalam pelaksanaan Rencana Kerja
Tahun Anggaran 2023 menggunakan 3 (tiga) program kegiatan, dengan penjabaran
sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Jalan

3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Suku Dinas Bina Marga 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
program yang digunakan pada dasarnya menggunakan program yang sama dengan
Dinas karena Suku Dinas merupakan perpanjangan dari Dinas Bina Marga, adapun
program yang digunakan oleh Suku Dinas Bina Marga 2 (dua) Kota Administrasi
antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penyelenggaraan Jalan

2.5 PENETAPAN KINERJA/ PENENTAPAN KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang telah disusun,
maka Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Bina Marga TA 2023
APBD
kKoDE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB APBD 2023 PERUBAHAN
KEGIATAN 2023
A.1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan | 645,332,591,113 656,056,174,734
A.1.03.11 Program Pengembangan Jasa 2,122,035,595,396 2,008,387,362,759
Konstruksi
AX.XX.01 Program Penunjang Urusan 508,024,445 508,024,445
Pemerintahan Daerah Provinsi
TOTAL 2,767,876,210,954 2,664,951,561,938

Sumber: www.proksiapbd.go.id
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Anggaran murni Dinas Bina Marga adalah sebesar Rp 2.767.876.210.954,-
namun seiring dengan proses pelaksanaan pekerjaan dan maka pada pertengahan
triwulan 4 Tahun 2023 Anggaran Dinas Bina Marga ditetapkan menjadi Rp
2.664.951.561.938,- melalui APBD Perubahan TA 2023 yang disahkan dengan
Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2023.
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Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-

2026 yang telah disusun, maka Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah menyusun target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai

berikut :
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga Tahun 2023
. . - Target
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Keterangan
Tahunan
Sasaran Strategis
Total jumlah nilai KPI (Key Performance
Index)tiap jalan dikali presentase bobot
Pembaneunan dan penilaian dibagi total jumlah jalan arteri dan
Pemelihgraan Persentase Jalan kolektor di Provinsi DKI Jakarta. Skala Penilaian
1 . L e-SAKIP KPI (Key Performance Index): 1. IRI 96 Persentase
Infrastruktur Bina dengan Kondisi Mantap .
Marga (International Roughness Index) dengan alat 2.
g Indeks Kondisi Perkerasan: * jalan mencakup
jalan yang dilalui kendaraan Sumber data:
Survey Dinas Bina Marga
Capaian jumlah panjang jalur pedestrian yang
dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi
angkutan massal Provinsi DKI Jakarta dibagi
. panjang jalan Provinsi DKI Jakarta. Koridor jalur
Penyediaan Jalan . . ; - .
Ratio jalur pedestrian pedestrian yang menjadi pendukung sistem
dengan Infrastruktur . e . . S
yang dilengkapi fasilitas angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta
2 Pendukung untuk . | e-SAKIP . 6.06 Persentase
Mobilitas van pendukung pada lokasi berdasarkan: 1. Rencana Induk Transportasi
Optimal yang transportasi massal Jakarta 2. Rencana Induk Pejalan kaki di Jakarta
P 3. Rencana Induk Jaringan Utilitas di Jakarta 4.
Rencana Kajian Pengembangan Sistem
Angkutan Massal di Jakarta Sumber data:
Survey Dinas Bina Marga
Meningkatnya Persentase - . . .
Real | k
3 Stabilitas dan penyelesaian rencana e-Monev KSD Era\ IZ?:s:izgyrizsz::anadllfia::r:r;i a:lganrgae; 100 persen
Ketahanan Kota aksi KSD peny &8 &
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No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Target Keterangan
Tahunan
Penanggulangan Banijir Banjir dan Rob Sub KSD Optimalisasi Upaya
dan Rob Sub KSD Penanggulangan Banijir
Optimalisasi Upaya
Penanggulangan Banjir
Persentase
Berkurangnya penyelesaian rencana
. aksi KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target
Ketimpangan Serta . .
Terjaminnya Pena.ng'gulangan peny'elt'esalan rencana aksi Penanggulangan
4 Kemiskinan Sub KSD e-Monev KSD Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, 100 persen
Pemenuhan .
Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang
Kebutuhan Dasar dan . S
Perlindungan Sosial Pelindungan, Dan Disabilitas
Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas
Persentase
penyelesaian rencana
Tercapainya Perbaikan | aksi KSD Peningkatan Realisasi penyelesaian dibandingkan target
Pola Aktivitas dan Kualitas Infrastruktur penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas
5 Mobilitas Melalui dan Layanan Dasar e-Monev KSD Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub 100 persen
Pengembangan Kota Perkotaan Sub KSD KSD Pengembangan Transit Oriented
Berorientasi Transit Pengembangan Transit Development (TOD)
Oriented Development
(TOD)
Persentase
penyelesaian rencana
Tercapainya Perbaikan | aksi KSD Peningkatan Realisasi penyelesaian dibandingkan target
Pola Aktivitas dan Kualitas Infrastruktur penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas
6 Mobilitas Melalui dan Layanan Dasar e-Monev KSD Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub 100 persen
Pengembangan Kota Perkotaan Sub KSD KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur
Berorientasi Transit Penyediaan Jalan dan Pelengkapnya
Infrastuktur
Pelengkapnya
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inventarisasi tanah

penginputan data

target pendataan tanah dikali 100%

Target
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja E Keterangan
Tahunan
Persentase
penyelesaian rencana
. . aksi KSD Peningkatan Realisasi penyelesaian dibandingkan target
Tercapainya Perbaikan | Tata Kelola . . .
Manaiemen dan Pemerintahan van penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata
7 . J L . yang e-Monev KSD Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD 100 persen
Arsitektur Kinerja Profesional Sub KSD . o L .
. . Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Perwujudan Pemerintah (AKIP)
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP)
Persentase
penyelesaian rencana
aksi KSD Peningkatan Realisasi penyelesaian dibandingkan target
Berkembangnya . . .
Kapasitas Tata Kelola penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata
8 P o Pemerintahan yang e-Monev KSD Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD 100 persen
Profesionalitas, dan . . . .
. . Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI
Iklim Kerja Aparatur .
Peningkatan Jakarta
Profesionalitas SDM
Pemprov DKI Jakarta
Sasaran Khusus
Penataan Jalur Pejalan | Luas Jalur Pejalan Kaki Luasan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan
9 Kaki dengan Konsep dengan Konsep Indikator Khusus untuk Pejalan Kaki yang dilakukan Penataan 110000 m?2
Complete Street Complete Street oleh Dinas Bina Marga
Tercapainva broses Persentase progres
enurF:ma:/\ kzbel turunnya kabel udara Jumlah realisasi penurunan kabel udara
P . . pada lokasi SJUT yang terhadap SJUT yang telah terbangun oleh
udara di lokasi SJUT . . .
10 telah terbangun oleh Indikator Khusus BUMD yang ditugaskan sesuai dengan 100 Persentase
yang telah terbangun . . . . .
oleh PT Jakpro atau BUMD yang ditugaskan ketentuan di ~90% lokasi (sesuai lokasi
PD. Sarana Jaya sesuai dengan penugasan ducting BUMD)
ketentuan
Terselenggaranya Persentase Jumlah data pengadaan dan inventarisasi tanah
11 | pendataan dan penyelesaian Indikator Khusus berbasis APBD periode 2017-2022 dibagi jumlah 100 Persentase
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Target
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja E Keterangan
Tahunan
bidang pembangunan | pengadaan dan
di dalam sistem inventarisasi tanah
informasi Jakarta Satu | bidang pembangunan
pada sistem informasi
Jakarta Satu sesuai
standar
Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan
laporan kepada Unit Kearsipan (UK) Il di bagi
jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan
PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten
Meningkatnya . Persentase Arsip Aktif sgsual dengan urusanya dan dl-tembusk?n !<e
Pengelolaan Arsip . ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
12 dalam Daftar Arsip Pengelolaan Arsip . . . 100 Persentase
pada Perangkat Aktif Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku
Daerah UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK,
selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan
ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke
Asisten masing-masing sesuai urusan.
Persentase progress Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan
Terwujudkannya tata pengtfmpulan data jadwal rilis yang telah disepakati dan'ditetapkan
kelola SDI vane baik sesuai daftar data dan Satu Data dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan
13 . yang batas waktu . oleh Produsen data kepada Walidata sesuai 100 Persentase
melalui pemenuhan Indonesia . .
pengumpulan yang dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan
daftar data daerah . . -
ditetapkan dengan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur
Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah
Persentase
Terkelolanya Inventarisasi BMD
Keuangan Daerah berupa Gedune dan Inventarisasi Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah
14 | yang Sehat, Ban F:Jnan adg Barang Milik pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa 100 Persentase
Transparan, dan & P Daerah Gedung dan Bangunan.
Pengguna Barang
Akuntabel
dan/atau Kuasa
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Target
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja E Keterangan
Tahunan
Pengguna Barang
Tahun 2023 di masing-
masing PD/UKPD
Persentase realisasi
belanja barang/jasa Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja
. bersertifikat TKDN, . modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN
Peningkatan . Tingkat -
produk dalam negeri, dan/atau produk dalam negeri, diutamakan
15 penggunaan produk Komponen Dalam . . . . 80 Persentase
dalam negeri dan/atau produk usaha Negeri produk dari usaha mikro kecil dan koperasi
& mikro kecil dan & dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ)
koperasi dari hasil barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).
produksi dalam negeri
Terimplementasinya Persentase
P 4 Implementasi [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata
Pengembangan . .
. Pengembangan Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul
Kompetensi ASN . Pengembangan . .
16 . . Kompetensi ASN . sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu 100 Persentase
Pemerintah Provinsi . L Kompetensi ASN .
Pemerintah Provinsi pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)]
DKl Jakarta 20 Jam
. DKI Jakarta 20 Jam x 100%
Pelajaran pertahun .
Pelajaran pertahun
Pernyataan profesional badan pemeriksa
keuangan RI mengenai tingkat kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan
Terwujudnya keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai
penyelenggaraan Opini laporan Opini Laporan dengan standar akuntansi pemerintahan, .
17 . . . 3 Predikat
pemerintahan yang Keuangan Keuangan keandalan sistem pengendalian internal,
taktis dan adaptif kepatuhan terhadap perundangan dan
kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini
pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%),
TW=1(50%), TMP=0(25%))
Terwujudnya tata
kelola pemerintahan Predikat SAKIP Nilai predikat diperoleh dari hasil evaluasi
18 | dan keuangan daerah | Perangkat Daerah SAKIP implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh 82 Predikat
yang transparan dan Tahun 2023 Kementerian PAN dan RB
akuntabel
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Target
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja E Keterangan
Tahunan
Realisasi Target berupa 4 laporan baik
. Persentase berbentuk video maupun tulisan (wajib
Meningkatnya . . .
. penyelesaian tahapan Manajemen terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan
19 Manajemen . . 100 Persentase
manajemen Pengetahuan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan
Pengetahuan . .
pengetahuan September Triwulan 3 dan Minggu pertama
tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek
implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah
capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan
A . 2. Evaluasi Kinerja A t
Tercapainya Target Presentase Nilai Kinerja nggaran ve ua'5| inerja ngga.rar? y a?s
L L Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja
20 Kinerja Anggaran atas | Anggaran atas aspek Kinerja Anggaran . . 71 Persentase
. . Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan
Aspek Implementasi Implementasi . e .
informasi Kinerja mengenai penggunaan
anggaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian
keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran.
. Persentase [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh
Implementasi . . "
Implementasi Manajemen Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib
21 Penerapan . . . 100 Persentase
. . Penerapan Manajemen | Resiko terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan)] x
Manajemen Risiko .
Risiko 100%
Meningkatnya . . .
Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan
Pemanfaatan E- Persentase dengan realisasi anggaran kegiatan makan
22 Purchasing dalam Indikator Khusus . & . €8 & 100 Persentase
Pemanfaatan E-Order minum rapat, jamuan, dan lapangan
pengadaan Barang (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst)
dan Jasa g ’ p ’ ’ g ’ .
Terimplementasinya Persentase
rencana strategis implementasi rencana a) Persentase penyusunan communication plan
komunikasi publik strategi komunikasi . (strategi komunikasi) program umum dan
. Strategi . -
23 untuk program- publik program- Komunikasi unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 100 Persen
program umum dan program umum dan tahun sesuai dengan PD masing-masing pada
unggulan Perangkat unggulan Pemerintah bulan April 2021.
Daerah Provinsi DKI Jakarta.
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hasil pemeriksaan
eksternal (BPK)

temuan hasil
pemeriksaan eksternal
(BPK)

rekomendasi LHP BPK Rl yang diterima tahun
2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh
Inspektorat)

Target
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja E Keterangan
Tahunan
Sasaran Operasional
. . Persentase Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-
Menyelesaikan Tindak . . . . . .
. Penyelesaian Tindak office, arahan melalui media elektronik, dan
24 Lanjut Arahan . Arahan Gubernur . L 100 Persen
Gubernur Lanjut Arahan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan
Gubernur Gubernur dikali 100%
Meningkatnya Persentase capaian
25 penyelesaian envelesaian P TL Aduan Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi 100 Persen
pengaduan peny Masyarakat Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%
pengaduan masyarakat
masyarakat
Jumlah rekomendasi LHP BPK Rl Tahun 2005
. Persentase progress . .
Terselesaikannya envelesaian tindak dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh
tindak lanjut IF;n'Zt rekomendasi Perangkat Daerah dan UKPD dibawah
26 rekomendasi temuan . Inspektorat koordinasinya dibagi jumlah seluruh 100 Persen

Sumber: Sistem E-Pegawai
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Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis disusun suatu
Rencana Kinerja (Performance Plan)/ Penetapan Kinerja pada setiap tahunnya.
Penetapan Kinerja menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun
pelaksanaan. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada
setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat
kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan
organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis
2023-2026 yang merupakan komitmen segenap karyawan dan pejabat di
lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja yang
sebaik-baiknya, sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dan dalam
rangka perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dengan demikian, seluruh proses
perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta sepenuhnya dapat mengacu pada Penetapan Kinerja 2023 ini.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
terdiri atas sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/kegiatan, dan
jumlah anggaran dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta merupakan tolak
ukur (acuan/target) dalam melakukan pengukuran capaian Kkinerja. Dengan

Program sebagai berikut.

Tabel 4. Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga Tahun 2023

No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Vel Satuan
Tahunan
1 | Penyediaan Jalan dengan Ratio jalur pedestrian 6.06 Presentase
Infrastruktur Pendukung untuk yang dilengkapi
Mobilitas yang Optimal fasilitas pendukung
pada lokasi transportasi
massal
2 | Pembangunan dan Pemeliharaan Persentase Jalan 96 Presentase
Infrastruktur Bina Marga dengan Kondisi
Mantap

Sumber: Sistem E-sakip
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Untuk target Indikator Kinerja pada Tahun 2023 yang tertuang pada RPD,

dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta merupakan tolak ukur (acuan/target)

dalam melakukan pengukuran capaian kinerja eselon 3 dapat di lihat pada Tabel 9.

Tabel 5. Indikator Kinerja Tahun 2023

No Level Indikator Kinerja Satuan Target
1) ) ) (4)
1 | PROGRAM Indeks Kepuasan
PENYELENGGARAAN Masyarakat terhadap 4 Indeks
JALAN Pelayanan Penyelenggaraan
Jalan
2 | PROGRAM Indeks Kepuasan Pelayanan
PENGEMBANGAN laboratorium di bidang Ke 4 Indeks
JASA KONSTRUKSI Bina Margaan
3 | PROGRAM PENUNJANG Indeks Kepuasan Layanan
URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan 4 Indeks
DAERAH PROVINSI Pemerintah Daerah
4 Keglgta_n Penyelenggaraan Jalan Penambahan road ratio 7.1162 Presentase
Provinsi
5 | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan | Presentase penambahan
Progvinsi yelengg trotoar P 75.67% Presentase
6 Keglgta_n Penyelenggaraan Jalan | Persentase penambahan 19% Presentase
Provinsi pembangunan SJUT
7 Keglgta_n Penyelenggaraan Jalan | Persentase Pencahayaan 86% Presentase
Provinsi kota
8 | Kegiatan Penyelenggaraan Rasio pegawai yang terlatih
Pelatihan Tenaga Ahli yang dibuktikan dengan 100 Presentase
Konstruksi sertifikat kelulusan
9 | Kegiatan Administrasi Indeks Kepuasan Pelayanan
Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan 4 Indeks
Perangkat Daerah
10 | Kegiatan Administrasi Umum Indeks Kepuasan Pelayanan
Perangkat Daerah Administrasi Umum 4 Indeks
Perangkat Daerah
11 | Kegiatan Pengadaan Barang Indeks Kepuasan Pelayanan
Milik Daerah Penunjang Urusan | Pengadaan Barang Milik 4 Indeks
Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
12 | Kegiatan Penyediaan Jasa Indeks Kepuasan Pelayanan
Penunjang Urusan Pemerintahan | Penyediaan Jasa Penunjang 4 |
- ndeks
Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
13 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Indeks Kepuasan Pelayanan
Milik Daerah Penunjang Urusan | Pemeliharaan Barang Milik 4 Indeks
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sumber: RPD 2023-2026 DKI Jakarta
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Rencana peningkatan pelayanan jaringan jalan perkotaan melalui

pemeliharaan jalan perkotaan yang efektif dan efisien serta peningkatan kapasitas

jalan perkotaan berkeselamatan yang mendukung keterpaduan transportasi masal

perkotaan, diantaranya:

Revitalisasi jaringan jalan perkotaan;

Penataan simpang sebidang untuk mengurangi kemacetan jalan di
persimpangan;

Dukungan jalan pada pengembangan moda transportasi angkutan masal;
Pengembangan jaringan jalan baru di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan
ROW jalan eksisting berupa elevated/submerged road untuk meminimalisir
pengadaan lahan yang biayanya sangat tinggi di perkotaan;

Perbaikan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang
lebih untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki;

Optimalisasi metode pembangunan simpang tak sebidang (fly over) terutama
lintasan kereta dan Kelembagaan api dengan pemanfaatan lahan seminimal
mungkin

Uraian lengkap mengenai Penepatan Kinerja Tahun 2023 dan Rencana

Kinerja Tahunan dapat dilihat secara lengkap pada Formulir Penetapan Kinerja

pada lampiran I, dan Formulir Rencana Kinerja Tahunan pada lampiran 1l LKIP

ini, sesuai Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.7 KEGIATAN STRATEGI DAERAH 2023

Untuk pelaksanaan kegiatan strategis daerah (KSD), Dinas Bina Marga

mengampu 6 KSD yang terdiri dari 1 KSD Utama dan 5 KSD Tambahan. Untuk

KSD Utama, Dinas Bina Marga mengampu KSD nomor 19, serta untuk KSD
Tambahan Dinas Bina Marga mengampu KSD nomor 01, 11, 18, 19, 24, 25.
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Penjelasan terkait KSD Utama dan Tambahan yang diampu oleh Dinas Bina
Marga dalam rangka penuntasan Isu Strategis Daerah diuraikan pada Tabel 10.
sebagai berikut:

Tabel 9 KSD yang Diampu oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Nama :

No Kegiatan Kategori

1 |KSDO1 Optimalisasi Upaya Penanggulangan Banjir

2 | KSD11 Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas

3 | KSD 18 Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)

4 | KSD 19 Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya

5 | KSD 24 Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

6 | KSD 25 Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta

Sumber: www.ksd.go.id
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BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Bina
Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi.
Apabila semakin tinggi realiasasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
buruk. Terkait dengan target perjanjian kinerja organisasi pada Dinas Bina Marga
pada Tahun 2023 Dinas Bina Marga mempunyai Perjanjian Kinerja dengan
beberapa indikator yaitu sebanyak 3 indikator, dengan target dan realisasi masing-

masing sebagai berikut:

Tabel 10. Target dan realisasi Perjanjian Kinerja Utama Dinas Bina Marga

No Sasaran Strategi Indikator Kinerja VEOE | Rl e Ket
Tahunan | Tahunan
1 | Penyediaan Jalan dengan Ratio jalur 6.06 6.25 Presentase
Infrastruktur Pendukung pedestrian yang
untuk Mobilitas yang dilengkapi fasilitas
Optimal pendukung pada
lokasi transportasi
massal
2 | Pembangunan dan Persentase Jalan 96 97.27 Presentase
Pemeliharaan Infrastruktur dengan Kondisi
Bina Marga Mantap

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga 2023
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Sedangkan untuk Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga TA 2023 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga Tahun Anggaran 2023

. . .. Target Realisasi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Keterangan
Tahunan | Tahunan
Sasaran Strategis
Total jumlah nilai KPI (Key Performance Index)
tiap jalan dikali presentase bobot penilaian
dibagi total jumlah jalan arteri dan kolektor di
Pembangunan dan - .
Pemeliharaan Persentase Jalan Provinsi DKI Jakarta. Skala Penilaian KPI (Key
1 . .. e-SAKIP Performance Index): 1. IRI (International 96 97.27 Persentase
Infrastruktur Bina dengan Kondisi Mantap .
Roughness Index) dengan alat 2. Indeks Kondisi
Marga . . S
Perkerasan: * jalan mencakup jalan yang dilalui
kendaraan Sumber data: Survey Dinas Bina
Marga
Capaian jumlah panjang jalur pedestrian yang
dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi
angkutan massal Provinsi DKI Jakarta dibagi
. panjang jalan Provinsi DKI Jakarta. Koridor jalur
Penyediaan Jalan . . ; - .
Ratio jalur pedestrian pedestrian yang menjadi pendukung sistem
dengan Infrastruktur ang dilengkapi fasilitas angkutan massal di Provinsi DKI Jakarta
2 Pendukung untuk yang gxap e-SAKIP & 6.06 6.25 Persentase

Mobilitas yang
Optimal

pendukung pada lokasi
transportasi massal

berdasarkan: 1. Rencana Induk Transportasi
Jakarta 2. Rencana Induk Pejalan kaki di Jakarta
3. Rencana Induk Jaringan Utilitas di Jakarta 4.
Rencana Kajian Pengembangan Sistem
Angkutan Massal di Jakarta Sumber data:
Survey Dinas Bina Marga
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. .. .. Target Realisasi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Keterangan
Tahunan | Tahunan
Persentase
wengame | S e o
3 | Stabilitas dan Penanggulangan Banjir | e-Monev KSD Ean};r dan Rob Sub KSD O timalii\ii U i 3 100 100 persen
Ketahanan Kota dan Rob Sub KSD PenJan ulangan Baniir P pay
Optimalisasi Upaya g8 g )
Penanggulangan Banjir
Persentase
Berkurangnva penyelesaian rencana
. &ny aksi KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target
Ketimpangan Serta . .
Teriaminnva Penanggulangan penyelesaian rencana aksi Penanggulangan
4 Perimenuhayn Kemiskinan Sub KSD e-Monev KSD Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, 100 100 persen
Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang
Kebutuhan Dasar dan . s
Perlindunean Sosial Pelindungan, Dan Disabilitas
& Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas
Persentase
Tercapainva penyelesaian rencana
F.) Y aksi KSD Peningkatan Realisasi penyelesaian dibandingkan target
Perbaikan Pola . . . . .
Aktivitas dan Kualitas Infrastruktur penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas
5 dan Layanan Dasar e-Monev KSD Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub 100 100 persen

Mobilitas Melalui
Pengembangan Kota
Berorientasi Transit

Perkotaan Sub KSD
Pengembangan Transit
Oriented Development
(TOD)

KSD Pengembangan Transit Oriented
Development (TOD)
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. .. .. Target Realisasi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Keterangan
Tahunan | Tahunan
Persentase
Tercapainva penyelesaian rencana
Perba?kanyPoIa aksi KSD Peningkatan Realisasi penyelesaian dibandingkan target
Aktivitas dan Kualitas Infrastruktur penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas
6 . . dan Layanan Dasar e-Monev KSD Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub 100 100 persen
Mobilitas Melalui .
Perkotaan Sub KSD KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur
Pengembangan Kota .
. . . Penyediaan Jalan dan Pelengkapnya
Berorientasi Transit
Infrastuktur
Pelengkapnya
Persentase
penyelesaian rencana
ksi KSD Peningkat
Tercapainya aksi KSD Peningkatan Realisasi penyelesaian dibandingkan target
. Tata Kelola . . .
Perbaikan . penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata
. Pemerintahan yang . .
7 Manajemen dan . e-Monev KSD Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD 100 100 persen
. N Profesional Sub KSD . o L .
Arsitektur Kinerja . Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Perwujudan Pemerintah (AKIP)
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP)
Persentase
penyelesaian rencana
Berkembangnya aksi KSD Peningkatan Realisasi p.enyelesaian dib.andiﬁgkan target
Kapasitas Tata Kelola penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata
8 P ! Pemerintahan yang e-Monev KSD Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD 100 100 persen

Profesionalitas, dan
Iklim Kerja Aparatur

Profesional Sub KSD
Peningkatan

Profesionalitas SDM
Pemprov DKI Jakarta

Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI
Jakarta
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. .. .. Target Realisasi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Keterangan
Tahunan | Tahunan
Sasaran Khusus
Penataan Jalur . .
Peialan Kaki dengan Luas Jalur Pejalan Kaki indikator Luasan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan
9 ) & dengan Konsep untuk Pejalan Kaki yang dilakukan Penataan 110000 111,163.35 m?2
Konsep Complete Khusus . .
Complete Street oleh Dinas Bina Marga
Street
Tercapainva proses Persentase progres
enur[ima:: kzbel turunnya kabel udara Jumlah realisasi penurunan kabel udara
P . . pada lokasi SJUT yang . terhadap SJUT yang telah terbangun oleh
udara di lokasi SJUT Indikator . .
10 telah terbangun oleh BUMD yang ditugaskan sesuai dengan 100 100 Persentase
yang telah terbangun . Khusus . . . .
BUMD yang ditugaskan ketentuan di ~90% lokasi (sesuai lokasi
oleh PT Jakpro atau sesuai dengan enugasan ducting BUMD)
PD. Sarana Jaya g penus g
ketentuan
Persentase
Terselenggaranya .
penyelesaian
pendataan dan .
. . penginputan data
inventarisasi tanah . -
bidan pengadaan dan Indikator Jumlah data pengadaan dan inventarisasi tanah
11 & . inventarisasi tanah berbasis APBD periode 2017-2022 dibagi jumlah 100 100 Persentase
pembangunan di Khusus

dalam sistem
informasi Jakarta
Satu

bidang pembangunan
pada sistem informasi
Jakarta Satu sesuai
standar

target pendataan tanah dikali 100%
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. .. .. Target Realisasi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Keterangan
Tahunan | Tahunan
Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan
laporan kepada Unit Kearsipan (UK) Il di bagi
jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan
PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten
Meningkatnya . Persentase Arsip Aktif sgsuai dengan urusanya dan di.tembusk:.m !<e
12 Pengelolaan Arsip dalam Daftar Arsip Pen.gelolaan Dinas Perpustakaan dan K-ear5|pa|j1 Proyln5| DKI 100 100 Persentase
pada Perangkat Aktif Arsip Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku
Daerah UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK,
selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan
ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke
Asisten masing-masing sesuai urusan.
Persentase progress Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan
Terwujudkannya tata pengu'mpulan data jadwal rilis yang telah disepakati dan'ditetapkan
kelola SDI yang baik sesuai daftar data dan Satu Data dengan Keputusan Gubernur. Déta dlkumpl.JIkan
13 . batas waktu . oleh Produsen data kepada Walidata sesuai 100 100 Persentase
melalui pemenuhan Indonesia . .
daftar data daerah pengumpulan yang dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan
ditetapkan dengan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur
Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah
Persentase
Inventarisasi BMD
Terkelolanya berupa Gedung dan
Keuangan Daerah Bangunan pada Inventarisasi Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah
14 | yang Sehat, Pengguna Barang Barang Milik pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa 100 100 Persentase
Transparan, dan dan/atau Kuasa Daerah Gedung dan Bangunan.
Akuntabel Pengguna Barang

Tahun 2023 di masing-
masing PD/UKPD
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. .. .. Target Realisasi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Keterangan
Tahunan | Tahunan
Persentase realisasi
belanja barang/jasa Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja
. bersertifikat TKDN, . modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN
Peningkatan . Tingkat S
produk dalam negeri, dan/atau produk dalam negeri, diutamakan
15 | penggunaan produk Komponen . . . . 80 80 Persentase
dalam negeri dan/atau produk usaha Dalam Negeri produk dari usaha mikro kecil dan koperasi
& mikro kecil dan & dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ)
koperasi dari hasil barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).
produksi dalam negeri
Terimplementasinya Persentase
P ¥ Implementasi [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata
Pengembangan . .
. Pengembangan Pengembangan | Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul
Kompetensi ASN . . . .
16 . L Kompetensi ASN Kompetensi sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu 100 100 Persentase
Pemerintah Provinsi ) o .
Pemerintah Provinsi ASN pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)]
DKI Jakarta 20 Jam
) DKl Jakarta 20 Jam x 100%
Pelajaran pertahun .
Pelajaran pertahun
Pernyataan profesional badan pemeriksa
keuangan Rl mengenai tingkat kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan
Terwujudnya keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai
penyelenggaraan Opini laporan Opini Laporan dengan standar akuntansi pemerintahan, .
17 ) ) . 3 3 Predikat
pemerintahan yang Keuangan Keuangan keandalan sistem pengendalian internal,
taktis dan adaptif kepatuhan terhadap perundangan dan
kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini
pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%),
TW=1(50%), TMP=0(25%))
Terwujudnya tata
kelola pemerintahan | Predikat SAKIP Nilai predikat diperoleh dari hasil evaluasi
18 | dan keuangan daerah | Perangkat Daerah SAKIP implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh 82 88.3 Predikat

yang transparan dan
akuntabel

Tahun 2023

Kementerian PAN dan RB
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. .. .. Target Realisasi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Keterangan
Tahunan | Tahunan
Realisasi Target berupa 4 laporan baik
. Persentase berbentuk video maupun tulisan (wajib
Meningkatnya enyelesaian tahapan Manajemen terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan
19 | Manajemen peny . P ) p pengump 100 100 Persentase
manajemen Pengetahuan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan
Pengetahuan . .
pengetahuan September Triwulan 3 dan Minggu pertama
tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek
implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah
capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan
Tfarca.palnya Target Presentase Nilai Kinerja o Anggaran. 2. Evalua§| Kinerja Angga'rar? ata!s
Kinerja Anggaran Kinerja Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja
20 Anggaran atas aspek . . 71 93,84 Persentase
atas Aspek . Anggaran Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan
. Implementasi . S .
Implementasi informasi Kinerja mengenai penggunaan
anggaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian
keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran.
. Persentase [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh
Implementasi Implementasi Manajemen Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib
21 | Penerapan P . . J P . yang waj 100 100 Persentase
. . Penerapan Manajemen | Resiko terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan)] x
Manajemen Risiko .
Risiko 100%
Meningkatnya Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan
Pemanfaatan E- Persentase Indikator dengan realisasi anggaran kegiatan makan
22 | Purchasing dalam . & . &8 & 100 100 Persentase
Pemanfaatan E-Order Khusus minum rapat, jamuan, dan lapangan

pengadaan Barang
dan Jasa

(dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst).
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. .. .. Target Realisasi
No. Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja Keterangan
Tahunan | Tahunan
Terimplementasinya Persentase
rencana strategis implementasi rencana a) Persentase penyusunan communication plan
komunikasi publik strategi komunikasi . (strategi komunikasi) program umum dan
) Strategi . _
23 | untuk program- publik program- A unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 100 100 Persen
Komunikasi . . .
program umum dan program umum dan tahun sesuai dengan PD masing-masing pada
unggulan Perangkat unggulan Pemerintah bulan April 2021.
Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Sasaran Operasional
. Persentase Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-
Menyelesaikan Penyelesaian Tindak Arahan office, arahan melalui media elektronik, dan
24 | Tindak Lanjut Arahan 'y ' . L ! 100 100 Persen
Gubernur Lanjut Arahan Gubernur bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan
Gubernur Gubernur dikali 100%
Meningkatnya Persentase capaian
95 penyelesaian envelesaian P TL Aduan Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi 100 100 Persen
pengaduan peny Masyarakat Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%
pengaduan masyarakat
masyarakat
Jumlah rekomendasi LHP BPK Rl Tahun 2005
. Persentase progress . .
Terselesaikannya envelesaian tindak dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh
tindak lanjut IZm’Zt rekomendasi Perangkat Daerah dan UKPD dibawah
26 | rekomendasi temuan ) . Inspektorat koordinasinya dibagi jumlah seluruh 100 100 Persen
. . temuan hasil . o
hasil pemeriksaan emeriksaan eksternal rekomendasi LHP BPK Rl yang diterima tahun
eksternal (BPK) (pBPK) 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh

Inspektorat)

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga terbagi menjadi 3 sasaran, yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Operasional dan Sasaran Khusus.

Dari Ketiga sasaran tersebut, hampir seluruh realisasi telah tercapai dengan baik.
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Tabel 12 Pagu Program Pendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Utama Tahun Anggaran 2023

No Sasaran strategis Indikator Sasaran Tahun 2023 Capaian Program Pagu Pagu Realisasi Capaian
. APBD APBDP
Satuan | Target Realisasi % 2023 (Rp) 2023 (Rp)
Ratio jalur
Penyediaan Jalan dengan pedestrian yang
Infrastruktur Pendukung dilengkapi fasilitas 0 0 Penyelenggaraan | 2,122,035,5 | 2,008,387,3 | 1,791,497, 0
1 untuk Mobilitas yang pendukung pada % 6.06 6.25 103% Jalan 95,396 62,759 540,931 89.20%
Optimal lokasi transportasi
massal
Pembangunan dan Persentase Jalan
: dengan Kondisi Penyelen 2,122,035,5 | 2,008,387,3 | 1,791,497
2 % 96 97.27 9 yelenggaraan 1L UO9, 10V0,301, (95,3910, 189 20%
i Mg TTESITUKAT ) Mantap 101% Jalan 95396 | 62759 | 540,931

Sumber: Perhitungan Dinas Bina Marga

Berdasarkan table pagu program pendukung tercapainya perjanjian kinerja utama tahun anggaran 2023, dapat diketahui bahwa Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta telah mencapai target Sasaran dan Tujuan Dinas Bina Marga melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan realisasi
sebesar 101% terhadap target Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Bina Marga, dan realisasi sebesar 103% terhadap target penyediaan
jalan dengan infrastruktur pendukung untuk mobilitas yang optimal. Adapun, realisasi target tersebut dapat dicapai dengan capaian realisasi
anggaran program penyelenggaran jalan sebesar Rp 1,791,497,540,931 dari RP 2,008,387,362,759 yaitu sebesar 89,20%. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa untuk mencapai target Tujuan dan Sasaran, Dinas Bina Marga melakukan efisiensi anggaran sebesar 10.80%.
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Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-

masing IKU, terdiri dari :

Capaian IKU 1: Ratio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung

pada lokasi transportasi massal

Iku pertama Dinas Bina Marga adalah Ratio jalur pedestrian yang dilengkapi
fasilitas pendukung pada lokasi transportasi massal. Berdasarkan definisi
operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU ini adalah dengan Capaian jumlah
panjang jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi angkutan
massal Provinsi DKI Jakarta dibagi panjang jalan Provinsi DKI Jakarta. Koridor
jalur pedestrian yang menjadi pendukung sistem angkutan massal di Provinsi DKI
Jakarta (lokasi akan diraparkan bersama DBM, Dishub, Biro, TGUPP dan instansi
terkait):

1. Rencana Induk Transportasi Jakarta

2. Rencana Induk Pejalan kaki di Jakarta

3. Rencana Induk Jaringan Utilitas di Jakarta

4. Rencana Kajian Pengembangan Sistem Angkutan Massal di Jakarta

IKU ini dicapai dari pelaksanaan pekerjaan peningkatan pedestrian beserta
kelengkapannya yang dilakukan oleh Bidang Kelengkapan Jalan, Bidang Jalan dan
Jembatan, Bidang Prasarana Sarana Utilitas Kota, Bidang Penerangan Jalan dan
Sarana Umum Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas Bina
Marga 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi Jakarta di Tahun Anggaran 2023
melalui Program Penyelenggaraan Jalan, dan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan.
Adapun capaian dari ratio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung

dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
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Tabel 13 Perhitungan Ratio Jalur Pedestrian

No Unit Perangkat Capaian Satuan
1 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 13.29846 Km
2 Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat 3.94 Km
3 Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara 0.844 Km
4 Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat 3.88 Km
5 Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan 3.27 Km
6 Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur 5.55471 Km
a Total Peningkatan Pedestrian di DKI Jakarta 30.79 Km
b Kondisi Awal di Tahun 2023 337 Km
c Panjang Jalan DKI Jakarta 6432.473 Km
RATIO JALUR PEDESTRIAN ((a)+(b))/(c) 6,25 %

Sumber: Perhitungan Dinas Bina Marga

Adapun pelaksanaan fisik pekerjaan peningkatan pedestrian di Dinas Bina
Marga Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6
Pelaksanaan Kegiatan Penataan Pedestrian Tahun 2023
Penataan Pedestrian di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan
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Gambar 7
Pelaksanaan Kegiatan Penataan Pedestrian Tahun 2023
di Kawasan JIS, Jakarta Utara

Gambar 8
Pelaksanaan Kegiatan Penataan Pedestrian Tahun 2023
Penataan Pedestrian di Mangga Dua Raya, Jakarta Utara

Gambar 9

Pelaksanaan Kegiatan Penataan Pedestrian Tahun 2023
Penataan Pedestrian di Mangga Dua Raya, Jakarta Utara
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Capaian IKU 2: Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap

Iku Kedua Dinas Bina Marga adalah Persentase Jalan dengan Kondisi
Mantap. Jalan Mantap menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13
/Prt/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Dengan Rahmat
Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pekerjaan Umum adalah ruas-ruas jalan dengan
kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti
suatu standar tertentu, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan
provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU ini
adalah dengan Total jumlah nilai KPI (Key Performance Index) tiap jalan dikali
presentase bobot penilaian dibagi total jumlah jalan arteri dan kolektor di Provinsi
DKI Jakarta.

Skala Penilaian KPI (Key Performance Index):

1. IRI (International Roughness Index) dengan alat

2. Indeks Kondisi Perkerasan:

* jalan mencakup jalan yang dilalui kendaraan

IKU ini dicapai dari pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dan
pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkapnya yang dilakukan oleh Bidang
Kelengkapan Jalan, Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Prasarana Sarana Utilitas
Kota, Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum Dinas Bina Marga Provinsi DKI
Jakarta bersama Suku Dinas Bina Marga 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi
Jakarta di Tahun Anggaran 2023 melalui Program Penyelenggaraan Jalan, dan
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan. Adapun capaian dari jalan mantap dapat dilihat

dari table dibawah ini:

Tabel 14  Perhitungan Jalan Mantap di DKI Jakarta

Rata-Rata Kondisi Jalan (%)
PERSENTASE
NAMA UKPD baik (o) | Sedane :_“53" Rusak JALAN
aik (%) (%) ingan | o+ (%) MANTAP
(%)
Dinas Bina Marga Prov DKI Jakarta 96.23% 1.42% 1.55% 0.80% 97.65%
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Rata-Rata Kondisi Jalan (%)
PERSENTASE
NAMA UKPD baik (o) | S€9anE :_“53" Rusak JALAN
aik (%) (%) ingan Berat (%) MANTAP
(%)

Suku Dinas Bina Marga 86.88% 10.37% 2.57% 0.18% 97.25%
Kota Administrasi Jakarta Barat
Suku Dinas Bina Marga 96.70% 1.56% 1.40% 0.35% 98.26%
Kota Administrasi Jakarta Utara
Suku Dinas Bina Marga 88.97% 7.63% 3.37% 0.58% 96.60%
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Suku Dinas Bina Marga 93.63% 3.86% 2.45% 0.06% 97.49%
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Suku Dinas Bina Marga 90.87% 5.50% 3.28% 0.36% 96.37%
Kota Administrasi Jakarta Timur

TOTAL NILAI 92.21% 5.06% 2.44% 0.39% -

Sumber: Perhitungan Dinas Bina Marga

18 Agt 202317.16.32
202°S

Kota Jakarta Timur

Gambar 9
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Akses Stasiun Halim di Tahun 2023

Kecamatan Kolapa Gading
Daerah Khusus bukota Jakarta

Indonesia
202311-27(Sen) 10:53(AM)
Gambar 10
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading - Pulo Gadung di
Tahun 2023
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Gambar 11
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading - Pegangsaan Dua
di Tahun 2023

Program-Program yang mendukung dalam keberhasilan IKU Jumlah titik
macet ini adalah:
&« Program Penyelenggaraan Jalan

Hampir seluruh kegiatan fisik Dinas Bina Marga menggunakan program
Penyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Program
ini mencakup semua kegiatan pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan fisik
yang ada di Dinas Bina Marga, antara lain: Jalan, Jembatan, Trotoar, Utilitas dan
bangunan pelengkapnya

Berikut adalah data capaian program, kegiatan dan subkegiatan yang
mendukung tercapainya IKU kedua ini dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI

Jakarta beserta Suku Dinasnya.

Tabel 15. Tabel Rekapitulasi capaian per Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan
Dinas Bina Marga yang terkait dengan capaian IKU Ratio penambahan
Pedestrian dan Jalan Mantap

: _ Rata-rata
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Capaian
‘ DINAS BINA MARGA ‘
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 100%
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi 100%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan 100%
serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 100%
Pembangunan Jalan 100%
Pemeliharaan Berkala Jalan 100%
Pemeliharaan Rutin Jalan 100%
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Rata-rata
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Capaian
Pembangunan Jembatan 100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 100%
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi 100%
Pembangunan Jalan 100%
Pemeliharaan Berkala Jalan 100%
Pemeliharaan Rutin Jalan 100%
Pembangunan Jembatan 100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 100%
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi 100%
Pembangunan Jalan 100%
Pemeliharaan Berkala Jalan 100%
Pemeliharaan Rutin Jalan 100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 100%
Penyelenggaraan Jalan Provinsi 100%
Pembangunan Jalan 100%
Pemeliharaan Berkala Jalan 100%
Pemeliharaan Rutin Jalan 100%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan 100%

serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

‘ SUKU DINAS BINA MARGA JAKARTA SELATAN ‘

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 100%
Penyelenggaraan Jalan Provinsi 100%
Pembangunan Jalan 100%
Pemeliharaan Berkala Jalan 100%
Pemeliharaan Rutin Jalan 100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 100%
Penyelenggaraan Jalan Provinsi 100%
Pembangunan Jalan 100%
Pemeliharaan Berkala Jalan 100%
Pemeliharaan Rutin Jalan 100%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan 100%

serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jembatan 100%
Sumber: Sistem E-Sakip
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3.2.

CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis
Daerah, Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah
kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki
dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan
ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
KSD merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan RPJMD
dalam memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh
Penanggung Jawab KSD.

Penanggung Jawab KSD memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan KSD
berdasarkan daftar KSD yang ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan
Gubernur DKI Jakarta nomor 1107 tahun 2019 terdapat 73 Daftar Kegiatan
Strategis Daerah. Kegiatan Strategis Daerah yang di ampu oleh Dinas Bina Marga
ada 11 KSD yang terdiri dari 1 KSD utama yaitu KSD 73 mengenai Peningkatan
Kualitas Fasilitas Pedestrian, dan 10 KSD Tambahan. Target KSD dievaluasi
setiap triwulan sesuai dengan target yang ditetapkan pada rapat pembahasan
diawal tahun anggaran. Evaluasi capaian KSD dilaporkan melalui halaman situs
https://ksd.jakarta.go.id/login. Adapun tampilan monitoring ksd sebagaimana
berikut:

Silakan Login

10301000.2

2019 © Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

. P - 5 v'ir'—*
il (B 8 s Tl o 6

Gambar 9 Tampilan depan sistem Monev KSD
Sumber: https://ksd.jakarta.go.id/login
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Kegiatan Strategis Daerah 2023
DINAS BINA MARGA 3 Export

TA23-B03 TA23-B06 TAZ3-BOS TA23-B12
= Statistik = Grafik

Desember 2023
@ Target Tercapai m
@® Torget Tercapai (perbaikan)
@ Target Tidak Sempurna
® Target Tidak Tercapai n
® Verifikasi
@ Tidak Lapor n

TOTAL 15 Renaksi
= =
sy gt socliecst po——— Target Tidak Tercapai
Beium Melapor

Gambar 10 Rekapitulasi capaian B12 Kegiatan Strategi Daerah Dinas Bina Marga TA 2023

Sumber: https://ksd.jakarta.go.id/login

Untuk pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD), Dinas Bina Marga
mengampu 6 KSD yang terdiri dari 1 KSD Utama dan 5 KSD Tambahan. Untuk
KSD Utama, Dinas Bina Marga mengampu KSD nomor 19, serta untuk KSD
Tambahan Dinas Bina Marga mengampu KSD nomor 01, 11, 18, 19, 24, 25.

Penjelasan terkait KSD Utama dan Tambahan yang diampu oleh Dinas Bina
Marga dalam rangka penuntasan Isu Strategis Daerah beserta target dan
realisasinya diuraikan pada Tabel 10. sebagai berikut:
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Tabel 16. Tabel target dan realisasi KSD TA 2023 Dinas Bina Marga

TARGET KSD REALISASI KSD
1 PENANGGULANGAN OPTIMALISASI UPAYA Dukungan untuk Terlaksananya 100 100
BANJIR DAN ROB PENANGGULANGAN percepatan penyelesaian Perencanaan pelebaran
BANJIR sodetan Ciliwung-KBT jembatan di atas Kali
Cipinang untuk
mengoptimalkan aliran
air dari outlet sodetan
menuju KBT
11 PENANGGULANGAN PENGHORMATAN, Penyediaan lingkungan Terselenggaranya 100 100
KEMISKINAN PELINDUNGAN DAN tanpa hambatan bagi monitoring dan evaluasi
PEMENUHAN HAK Penyandang Disabilitas dalam pembangunan
PENYANDANG jalan yang aksesibel bagi
DISABILITAS disabilitas
18 PENINGKATAN PENGEMBANGAN Dukungan Pemprov DKI Terbangunnya jalan dan 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100
KUALITAS TRANSIT ORIENTED Jakarta terkait trotoar yang terintegrasi
INFRASTRUKTUR DAN | DEVELOPMENT (TOD) Pengembangan TOD dengan konsep TOD
LAYANAN Stasiun Tanah Abang Stasiun Tanah Abang
PERKOTAAN
19 PENINGKATAN PENYEDIAAN JALAN Penyediaan akses jalan Tersedianya lahan di 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
KUALITAS DAN INFRASTUKTUR dan trotoar beserta Jalan DI Panjaitan
INFRASTRUKTUR DAN | PELENGKAPNYA kelengkapannya dari Jalan | menuju Jembatan
DI Panjaitan menuju layang yang dibangun PT
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NO
KSD

Nama KSD

LAYANAN DASAR
PERKOTAAN

NAMA SUB KSD

RENCANA AKSI

Stasiun KCJB di Halim
sebagai pendukung TOD

KRITERIA
KEBERHASILAN

KCIC di Halim sebagai
Pendukung TOD

TARGET KSD

REALISASI KSD

100

100

Terlaksananya
pembangunan
Prasarana Jaringan
Utilitas pada Kawasan
Blok M dan sekitarnya
(K2)

100

100

Terlaksananya kegiatan
layer hotmix pada lokasi
pembangunan trotoar
(K3)

100

100

Terlaksananya
pemasangan dan
optimalisasi PJU dan
Lampu Trotoar pada
lokasi eksisting dan
rencana (K4)

100

100

19

PENINGKATAN
KUALITAS
INFRASTRUKTUR DAN
LAYANAN DASAR
PERKOTAAN

PENYEDIAAN JALAN
DAN INFRASTUKTUR
PELENGKAPNYA

Penyelesaian Trotoar
Complete Street Di
Provinsi DKI Jakarta

Terselesaikannya
penataan Trotoar
Complete Street di: (K1)

(Lokasi Indikatif)

100

100

100

100

100

100
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NO
KSD

Nama KSD

NAMA SUB KSD

RENCANA AKSI

KRITERIA
KEBERHASILAN

TARGET KSD

REALISASI KSD

Dinas Bina Marga :

1. Kawasan JIS

2. Kawasan Velodrome -
Pulomas

3. Jalan Matraman Raya
4. Jalan Mangga Dua
Raya

Suku Dinas Bina Marga
Jakarta Utara:

JI. Inspeksi Kali Sunter
Lanjutan - JI. Sindang

Suku Dinas Bina Marga
Jakarta Pusat:

- JI. Agus Salim, Yusuf
Adiwinata (lanjutan)

- Jl. Kesehatan, HOS
Cokroaminoto, Petojo
Enclek (baru)

Suku Dinas Bina Marga
Jakarta Timur:

- JI. Pahlawan Revolusi,
JI. Raden Inten 11
(lanjutan)

- JI. Laut Arafuru, JI.
Bekasi Timur Raya
(lanjutan)
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NO
KSD

Nama KSD

NAMA SUB KSD

RENCANA AKSI

KRITERIA
KEBERHASILAN

TARGET KSD

REALISASI KSD

Suku Dinas Bina Marga
Jakarta Barat:

- JI. Pancoran Pinangsia
Tamansari

Suku Dinas Bina Marga
Jakarta Selatan :

- JI. Tebet Barat Raya
(baru)

Terselesaikannya
pembangunan
Prasarana Jaringan
Utilitas pada Trotoar
Complete Street (K6)

100

100

Terlaksananya relokasi
tiang-tiang PJU dan
panel (K2)

100

100

100

100

Terlaksananya
pemasangan dan
Optimalisasi PJU dan
Lampu Trotoar di lokasi
Trotoar eksisting dan
rencana (K3)

100

100

Tersampaikannya materi
publikasi pembangunan
trotoar dan
kelengkapannya (K5)

100

100

100

100
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TARGET KSD REALISASI KSD
NO KRITERIA
Terlaksanya kegiatan 100 100
Layer Hotmix di sekitar
lokasi pembangunan
trotoar (K4)
19 PENINGKATAN PENYEDIAAN JALAN Perbaikan ruas jalan Terselesaikannya 100 | 100 100 | 100
KUALITAS DAN INFRASTUKTUR protokol dalam rangka Perbaikan ruas jalan
INFRASTRUKTUR DAN | PELENGKAPNYA mendukung KTT ASEAN protokol dalam rangka
LAYANAN DASAR 2023 mendukung KTT ASEAN
PERKOTAAN 2023
19 PENINGKATAN PENYEDIAAN JALAN Penyelenggaraan SJUT Terselesaikannya 100 100 100 | 100
KUALITAS DAN INFRASTUKTUR Pembangunan Sarana
INFRASTRUKTUR DAN | PELENGKAPNYA Jaringan Utilitas Terpadu
LAYANAN DASAR sesuai Peraturan
PERKOTAAN Gubernur tentang
Penugasan Kepada PT
Jakarta Propertindo dan
Perumda Pembangunan
Sarana Jaya dalam
Penyelenggaraan SJUT
19 PENINGKATAN PENYEDIAAN JALAN Pembangunan Akses Terselesaikannya proses 100 100
KUALITAS DAN INFRASTUKTUR menuju Depo MRT East- inventarisasi berkas
INFRASTRUKTUR DAN | PELENGKAPNYA West pembebasan lahan (K1)
LAYANAN DASAR
PERKOTAAN Terbangunnya jalan 100 | 100 98 90
akses menuju Depo MRT
East-West (K2)
19 PENINGKATAN PENYEDIAAN JALAN Pembangunan Jalan Terlaksananya 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100
KUALITAS DAN INFRASTUKTUR Strategis dan Missing Link | Pembangunan Jalan
INFRASTRUKTUR DAN | PELENGKAPNYA Tembus Kelapa Gading -
Pegangsaan Dua (K1)
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NO
KSD

Nama KSD

LAYANAN DASAR
PERKOTAAN

NAMA SUB KSD

RENCANA AKSI

KRITERIA
KEBERHASILAN

TARGET KSD

REALISASI KSD

Terlaksananya
Pembangunan Jalan
Tembus Kelapa Gading -
Pulo Gadung (K2)

100

100

100

100

100

100

Terlaksananya
Pembangunan Jalan
Tembus Waru Pemuda
(K3)

100

100

98

90

Terlaksananya
Pembangunan Jalan
Tembus Sudirman - Mas
Mansyur (K4)

100

100

100

100

Terlaksananya
pembangunan akses JIS
(K5)

100

100

100

100

24

PENINGKATAN TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
YANG PROFESIONAL

PERWUJUDAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) DENGAN
PREDIKAT A

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah (Eselon
2, 3, 4, Fungsional dan
Pelaksana) Tahun 2023
dan 2024

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
(Eselon 2, 3, 4,
Fungsional dan
Pelaksana) Tahun 2023
dan 2024

100

100

100

100

24

PENINGKATAN TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
YANG PROFESIONAL

PERWUJUDAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) DENGAN
PREDIKAT A

Penyusunan Dokumen
Evaluasi Renja dan Kinerja
Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen
Evaluasi Renja dan
Kinerja Perangkat
Daerah

100

100

100

100

100

100

100

100

81




DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

TARGET KSD REALISASI KSD
24 PENINGKATAN TATA PERWUJUDAN Penyusunan Dokumen Tersusunnya laporan 100 100
KELOLA AKUNTABILITAS KINERJA | LKIP Perangkat Daerah kinerja Perangkat
PEMERINTAHAN INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2022 Daerah yang berkualitas
YANG PROFESIONAL (AKIP) DENGAN dan tepat waktu
PREDIKAT A
24 PENINGKATAN TATA PERWUJUDAN Pelaksanaan Evaluasi Tersusunnnya laporan 100 100
KELOLA AKUNTABILITAS KINERJA | Implementasi SAKIP hasil monitoring
PEMERINTAHAN INSTANSI PEMERINTAH Seluruh Perangkat Daerah | penyelesaian
YANG PROFESIONAL (AKIP) DENGAN rekomendasi hasil
PREDIKAT A evaluasi SAKIP
Perangkat Daerah
25 PENINGKATAN TATA PENINGKATAN Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana 100 100
KELOLA PROFESIONALITAS SDM | Kebutuhan Jenis Kebutuhan Jenis
PEMERINTAHAN PEMPROV DKI JAKARTA Pekerjaan, Jumlah, dan Pekerjaan, Jumlah, dan
YANG PROFESIONAL Satuan Harga PJLP sesuai Satuan Harga PJLP
Kepgub 1195 Tahun 2022 sesuai Kepgub 1195
Tahun 2022
25 PENINGKATAN TATA PENINGKATAN Penyelesaian Tindak Ditindaklanjutinya 100 100 100 100
KELOLA PROFESIONALITAS SDM | Lanjut Hasil Pengawasan rekomendasi Hasil
PEMERINTAHAN PEMPROV DKI JAKARTA | APIP atas LHP yang terbit Pengawasan APIP atas
YANG PROFESIONAL periode 2019 s.d. 2023 LHP yang terbit periode
tahun 2019 s.d. 2023

Sumber: https://ksd.jakarta.go.id/login
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3.3

CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN

Pada tahun 2020, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 yang
menginstruksikan perubahan nomenklatur yang dipakai untuk seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pada akhir tahun 2020,
terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 yang menjadi pedoman untuk
merevisi Renstra 2017 — 2022 sehingga jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan
pada Dinas Bina Marga di simplifikasi dengan tidak merubah target indikator untuk
masing — masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Namun perubahan-
perubahan tersebut sudah disesuaikan dan diakomodir pada Renstra 2023-2026 dan
digunakan pada rencana kerja Dinas Bina Marga pada tahun 2023.

Keselarasan antara program dan indikator program pada Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel 17 dibawah ini. Pada tabel tersebut
dapat dilihat bahwa Renstra tahun 2023 menggunakan 3 Program Kegiatan, yaitu
Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program Penyelenggaraan Jalan memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan yang definisi
operasionalnya (DO) adalah Hasil survei kepuasan masyarakat dengan penyebaran
kuesioner kepada pengguna jalan terhadap penyelenggaraan jalan yang dibangun
olen DBM, yang meliputi kinerja:

= jalan dan jembatan
= pedestrian
= SJUT, dan
= pencahayaan kota

Sedangkan untuk Program memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan
Pelayanan laboratorium di bidang Ke Bina Margaan yang definisi operasionalnya
adalah Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di bidang Ke Bina Margaan.

Program terakhir yang digunakan oleh Dinas Bina Marga adalah Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan indikator Indeks
Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan definisi
operasionalnya adalah Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah. Secara terperinci dapat dilihat pada Tabel berikut :
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Tabel 17 Keselarasan Program Renstra dan Program Renja Perangkat Daerah

PROGRAM/ KEGIATAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli
Konstruksi

INDIKATOR KINERJA

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan

Penambahan luas pejalan kaki

Penambahan panjang jalan yang terbangun SJUT

Penambahan jumlah titik prasarana utilitas

Penambahan jumlah titik pencahayaan kota

Ratio Jalan yang terpelihara

Penambahan road ratio

Panjang jalan yang Dilengkapi Fasilitas

Pendukung

Persentase Penambahan panjang jalur pejalan kaki terhadap target sasaran
renstra

Ppersentase panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas terhadap
target sasaran renstra

Persentase cakupan pencahayaan kota berbasis hemat energi terhadap target
sasaran renstra

Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan penyelenggaraan jalan provinsi

Penambahan road ratio

Presentase penambahan trotoar

Persentase penambahan pembangunan SJUT

Persentase Pencahayaan kota

Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di bidang Ke Bina Margaan

Rasio pegawai yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan
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PROGRAM/ KEGIATAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

INDIKATOR KINERJA

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sumber: Tabel Cascading 2023
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Tabel 18. Perbandingan Target dan realisasi IKU Dinas Bina Marga TA 2023 pada level program

Persentase ot el Persentase
Target RG] Keuanga_n capaian Capaian
N eI PEID) AFEIDL terhadap Angga;:’;m R Igi;c;gﬁg; [:q%‘c\’/ realisasi Indikator
APBDP IVg terhadap target
PROGRAM
1 | PENYELENGGARAAN | 2,122,035,595,396 | 2,008,387,362,759 100% 1,791,497,540,931 | 1,791,497,540,931 89.20 % 100%
JALAN
PROGRAM
2 | PENGEMBANGAN 508,024,445 508,024,445 100% 425,740,560 425,740,560 83.80 % 100%
JASA KONSTRUKSI
PROGRAM
PENUNJANG
3 | URUSAN 645,332,591,113 656,056,174,734 100% 623,873,187,328 | 623,873,187,328 95.09 % 100%
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
Total 2,767,876,210,954 | 2,664,951,561,938 100% 2,415,796,468,819 | 2,415,796,468,819 90.65 100%

Sumber: E-Monev
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Berikut data Perbandingan Target dan realisasi IKU Dinas Bina Marga pada level kegiatan TA 2023 pada tabel dibawah ini.

Tabel 19 .Perbandingan Target dan realisasi IKU Dinas Bina Marga pada level kegiatan TA 2023

TUJUAN
RENSTRA/ TAHUN 2023
AR P Capaian Capaian
RENSTRA/ INDIKATOR | o\ AN Program Pagu agu Realisasi Terhadap | Kegiatan Pagu Pagu APBDP Realisasi Terhadap
PROGRAM/ KINERJA APBDP APBDP APBDP
KEGIATAN/
SUB Target | Realisasi
KEGIATAN
Tujuan Renstra: Ratio jalur % 6.06 6.25 PROGRAM 2,122,035,595,396 2,008,387,362,759 791,497,540,931 89.20 Penyelenggaraan 2,122,035,595,396 2,008,387,362,759 1,791,497,540,931 89.20
PENYEDIAAN pedestrian yang PENYELENGGARAAN Jalan
JALAN DENGAN dilengkapi JALAN
INFRASTRUKTUR fasilitas
PENDUKUNG pendukung pada
UNTUK lokasi
MOBILITAS transportasi
YANG OPTIMAL massal
Sasaran Renstra: Persentase Jalan % 96 0.0001 PROGRAM 2,122,035,595,396 2,008,387,362,759 1,791,497,540,931 89.20 Penyelenggaraan 2,122,035,595,396 2,008,387,362,759 1,791,497,540,931 89.20
PEMBANGUNAN dengan Kondisi PENYELENGGARAAN Jalan
DAN Mantap JALAN
PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR
BINA MARGA
- - PROGRAM 508,024,445.00 508,024,445.00 425,740,560.00 83.80 Penyelenggaraan 508,024,445.00 508,024,445.00 425,740,560.00 83.80
PENGEMBANGAN Pelatihan
JASA KONSTRUKSI Tenaga Ahli
Konstruksi
- - PROGRAM Administrasi
PENUNJANG 645,332,591,113.00 656,056,174,734.00 623,873,187,328.00 95.09 Keuangan 163,612,931,363.00 160,562,214,200.00 152,116,994,110.00 94.74
URUSAN Perangkat
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH PROVINSI
- - Administrasi
Umum 33,236,899,753.00 27,088,294,826.00 25,928,176,055.00 95.72
Perangkat
Daerah
- - Pemeliharaan
Barang Milik 23,875,706,299.00 23,678,749,412.00 21,840,829,344.00 92.24
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
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TUJUAN
'gi’;‘igiﬁ’ TAHUN 2023
Capaian Capaian
RENSTRA/ INDIKATOR Pagu o - g . .
PROGRAM/ KINERJA SATUAN Program Pagu APBDP Realisasi T;;réaggp Kegiatan Pagu Pagu APBDP Realisasi T;;réaggp
KEGIATAN/
5 GSILLB'I'AN Target | Realisasi
Pemeliharaan
Barang Milik 49,300,718,703.00 43,002,518,431.00 38,468,713,067.00 89.46
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang 375,306,334,995.00 401,724,397,865.00 385,518,474,752.00 95.97
Urusan
Pemerintahan
Daerah
TOTAL 2,767,876,210,954.00 | 2,664,951,561,938.00 | 2,415,796,468,819.00 | 90.65

Sumber: E-Monev

Anggaran Murni (APBD) Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 2,767,876,210,954.00 yang kemudian
disesuaikan menjadi Rp 2,664,951,561,938.00 pada Anggaran Perubahan (APBDP) Dinas Bina Marga TA 2023 yang dijabarkan menjadi 3 (tiga)
program Kegiatan. Adapun capaian realisasi Dinas Bina Marga pada akhir tahun secara keseluruhan adalah Rp 2,415,796,468,819.00 atau sebesar
90,65 % dari total anggaran APBDP TA 2023.
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3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Berikut data Target dan realisasi IKU Dinas Bina Marga TA 2023 dengan beberapa tahun terakhir pada tabel dibawah ini.

Tabel 19. Perbandingan Target dan realisasi IKU Dinas Bina Marga TA 2023 dengan beberapa tahun terakhir

TARGET KINERJA REALISASI KINERJA KET
INDIKATOR KINERJA SATUAN
2023 2024 2025 2026 2021 2022 m—

Ratio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas % 6.06 6.68 7.46 8.39 N/A N/A 6.25

pendukung pada lokasi transportasi massal

Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap % 96 96.2 96.5 97 96 97 97.27

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Indeks 4 4 4 4 N/A N/A 4
Penyelenggaraan Jalan

Penambahan road ratio % 7.1162 7.1172 7.1173 7.1183 7.1129 7.1217 7.1250

Presentase penambahan trotoar % 75.67% 82.03% 90.32% 100% N/A N/A 75.74%

Persentase penambahan pembangunan SJUT % 19% 37% 61% 100% N/A N/A 19%

Persentase Pencahayaan kota % 86% 90% 95% 100% N/A N/A 86%
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Dokumen 3 3 3 3 3 3 3

Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan
Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan

Pengendalian
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TARGET KINERJA REALISASI KINERJA KET
INDIKATOR KINERJA SATUAN
2023 2024 2025 2026 2021 2022
Luas Lahan yang Tersedia untuk m2 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 6,057.36 6,775
Penyelenggaraan Jalan
Panjang jalan yang dibangun KM 360.96 362.16 363.36 364.56 359.76 366.51 368.03
Penambahan luas pejalan kaki M2 1,368,594 | 1,483,594 | 1,633,594 | 1,808,594 | 1,258,594 | 1,369,043 1,495,167
Penambahan jumlah titik pencahayaan kota titik 313,042 330,595 348,148 365,701 295,489 330,045 348,243
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan KM 107.44 115.49 124.38 133.97 N/A N/A 173.19
Secara Berkala
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan KM 48 51.13 55.38 57.90 N/A N/A 215.58
Secara Rutin
Panjang Jembatan yang Dibangun M 30 25 25 25 N/A N/A 156.61
Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di bidang indeks 4 4 4 4 4 4 4
Ke Bina Margaan
Rasio pegawai yang terlatih yang dibuktikan Persentase 100 100 100 100 100 100 100
dengan sertifikat kelulusan
Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Orang 60 60 60 60 60 60 60
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli
Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan indeks 4 4 4 4 4 4 4
Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan indeks 4 4 4 4 4 4 4
Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/Bul 450 433 420 405 481 450
Tunjangan ASN an
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TARGET KINERJA REALISASI KINERJA KET
INDIKATOR KINERJA SATUAN
2023 2024 2025 2026 2021 2022 m—
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum indeks 4 4 4 4 4 4 4
Perangkat Daerah
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 6 6 6 6 N/A N/A 6
yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Paket 6 6 6 6 N/A N/A 6
yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 1 1 1 N/A N/A 1
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 6 6 6 6 N/A N/A 6
Disediakan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan Barang indeks 4 4 4 4 4 4 4
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Unit 25 25 25 25 N/A N/A 25
Lapangan yang Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 1139 1137 1135 1135 N/A N/A 1138
Disediakan
Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa indeks 4 4 4 4 4 4 4
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Laporan 6 6 6 6 6 6 6
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan 1 1 1 1 1 1 1
Umum Kantor yang Disediakan
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TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

KET

INDIKATOR KINERJA SATUAN
2023 2024 2025 2026 2021 2022 m—

Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang indeks 4 4 4 4 N/A N/A 4
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Unit 240 265 290 315 N/A N/A 240
Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan
Pajakdan
Perizinannya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 87 87 87 87 N/A N/A 638
Dipelihara
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 1 1 1 1 N/A N/A 1
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Unit 5 5 5 5 N/A N/A 5

atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Sumber: Sistem Monev Bappeda

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Bina Marga berpedoman kepada Renstra Dinas Bina Marga 2023-2026 dimana terdapat beberapa

perbedaan terhadap penggunaan indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang digunakan apabila dibandingkan dengan target kinerja Dinas

Bina Marga pada tahun 2022 yang menggunakan pedoman Renstra Dinas Bina Marga 2017-2022. Namun pada saat penyusunan Renstra 2023-

2026, Renstra 2017-2022 tetap digunakan sebagai baseline/acuan dalam penetapan target kinerja.
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Kondisi keuangan DKI Jakarta yang masih dalam pemulihan pasca Covid-19
di tahun 2019, membuat anggaran Dinas Bina Marga pada tahun 2023 belum
memenuhi kondisi ideal, sehingga Dinas Bina Marga menemui beberapa kesulitan
untuk memenubhi target kinerja sesuai dengan komitmen pada Renstra 2023-2026.
terutama dalam memenuhi target pada level kegiatan penyelenggaraan jalan, yaitu
pada indikator luas pejalan kaki, karena apabila disandingkan dengan anggaran
2022, anggaran Pembangunan trotoar di Dinas Bina Marga memiliki penurunan dan
target luas pejalan kaki pada tahun 2023 memiliki kenaikan dari target 2022.
Namun, pada akhir tahun 2023 Dinas Bina Marga dapat memenuhi seluruh target
yang diamanatkan pada dokumen Renstra Dinas Bina Marga 2023-2026, sesuai
dengan tabel 6.

Untuk Program kegiatan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Dan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Dinas Bina Marga tidak

menemukan kesulitan dalam memenuhi target sesuai dengan Renstra 2023-2026.
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3.5

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN
TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT
DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja Dinas Bina Marga sampai dengan
tahun 2023 dengan total target Renstra tahun 2023 maka dapat dikatakan kinerja
Dinas Bina Marga sudah maksimal dalam memenubhi target tahunan Renstra. Biarpun
postur anggaran Dinas Bina Marga pada tahun 2023 belum ideal dalam memenuhi

target yang ada, namun Dinas Bina Marga berhasil mencapai target yang disepakati

bersama.

Berikut data Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.

Tabel 6. Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Realisasi
Target Capaian
Vot Kinerja Dbm
No IKU Indikator Kinerja Satuan | Renstra S ja b Ket
2023- ampal
2026 Dengan Tahun
2023
1 Tujuan Renstra: Ratio jalur % 8 6.25 Belum
PENYEDIAAN pedestrian yang tercapai
JALAN DENGAN | dilengkapi fasilitas karena
INFRASTRUKTUR | pendukung pada masih
PENDUKUNG lokasi transportasi tahun
UNTUK massal pertama
MOBILITAS
YANG OPTIMAL
2 Sasaran Renstra: Persentase Jalan % 97 97,27 Sudah
PEMBANGUNAN | dengan Kondisi mencapai
DAN Mantap target akhir
PEMELIHARAAN Renstra
INFRASTRUKTUR
BINA MARGA

Sumber: E-Monev
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3.6 PERBANDINGAN SASARAN STRATEGIS ANTARA KEMENTRIAN PUPR
DENGAN DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

Isu Strategis yang diampu oleh Perangkat Daerah haruslah selaras dan
mendukung pelaksanaan program/kegiatan strategis nasional, ataupun
program/kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dan
pemenuhan terhadap Indikator-Indikator pembangunan yang ditetapkan baik
secara nasional maupun internasional, serta menjawab isu-isu global yang terjadi.
Karena Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana otonomi
daerah pada urusan Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan,
evaluasi dan pengamanan jalan, dan jembatan, maka Dinas Bina Marga untuk
sasaran strategis diusahakan untuk selaras dengan Kementrian PUPR. Pada
Gambar 16. dapat dilihat Target utama Kementrian PUPR yang berkaitan dengan

Dinas Bina Marga.

Tabel 2.1 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga. Cipta
Karya, dan Perumahan

SUMEBER DAYA AIR KONEKTIVITAS PERUMAHAN

H .
58,5 m fkapita/tahun 2.500 Km
Peningkatan Kapasitas Pembangunan Jalan Tal
Daya Tampung

61 Unit 3.000 Km
Bendungan Pembangunan Jalan Baru

500 Unit 38.328m
Pembangunan Embung Pembangunan Jembatan

500.000 Ha
Pembangunan Daerah Irigasi
2.000.000 Ha
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
50 m /detile
Ketersediaan Air Baku
2.100 Km
Pengendali Banjir dan
Pengaman Pantai

Gambar 9. Target Utama Kementerian PUPR

Berikut Perbandingan Sasaran Strategis Antara Kementrian PUPR dengan Dinas Bina

Marga Provinsi DKI Jakarta pada tabel dibawah ini.
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Tabel 79. Tabel Perbandingan Sasaran Strategis Antara Kementrian PUPR dengan
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Target | Realisasi | KEMENTRIAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN 2023 2023 PUPR
Ratio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas % 6.06 6.25 Penambahan Jalan
pendukung pada lokasi transportasi massal 2.500 km dan
Jembatan Baru/FO
60.000 m
Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap % 96 97.27 96 %

Sumber: E-monev

Dapat dilihat pada Tabel 19. perbandingan antara sasaran strategis antar
Kementrian PUPR dengan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dimana
terdapat kesamaan sasaran strategis meningkatkan konektivitas di wilayah
provinsi, yaitu indikator kinerja penambahan ratio jalur pejalan kaki yang
dilengkapi fasilitas pendukung dan presentase kondis jalan mantap.

Namun diantara kedua indikator Kinerja terdapat perbedaan jenis target
dimana Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menargetkan penambahan jalan
yang sudah komplit dengan pedestrian berikut bangunan pelengkapnya sedangkan
Kementrian PUPR menargetkan penambahan jalan dan jembatan secara terpisah

dengan satuan meter dan kilometer.

3.7 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DI
LAKUKAN

Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi
dan kewajiban dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2023 — 2026.

Beberapa Indikator Kkinerja sasaran strategis yang menggambarkan
keberhasilan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah:

96



DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

= Tercapainya Ratio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada
lokasi transportasi massal sebanyak 6,25%, dari target 6,06%.

= Tercapainya Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap sebesar 97.27%, dari
target tahunan sebesar 96%.

= Tercapainya Pelaksanaan Rencana Aksi dari Kegiatan Strategis Daerah,
dimana terdapat 50 (lima puluh) rencana aksi dengan rata rata capaian 100%
dan 4 (empat) rencana aksi lainnya belum mencapai nilai sempurna 98,00%;
98,00%; 90%; dan 90 % dari total renaksi sebanyak 54 (lima puluh empat)
renaksi sepanjang tahun 2024

= Tercapainya setiap Indikator Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional.

3.8  ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka penuntasan Isu Strategis Daerah, selain diperlukan kebijakan
penyusunan program/kegiatan yang direncanakan dengan dengan baik dan
terperinci, juga diperlukan dukungan lain berupa tersedianya sumber daya yang
berkualitas yang dapat menunjang kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar
kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan dengan
baik dan menghasilkan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya itu dapat

berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, maupun alat-alat penunjang.

Terkait dengan dukungan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta didukung oleh pegawai sebanyak 480 orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang tersebar pada Dinas dan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
serta Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan. Komposisi PNS pada tiap unit
ditunjukkan pada Gambar 1.3 sebagai berikut: Kepala Dinas dengan jabatan
struktural lapis kedua (Eselon II). Tugas Kepala Dinas (eselon I1) dibantu oleh
Eselon 111 sebanyak 12 orang terdiri dari 1 Sekretaris Dinas dan 4 (empat) Kepala
Bidang, 4 (empat) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan 5 (lima) Kepala Suku Dinas
Kota Administrasi. Untuk Eselon IV yang ada di Dinas Bina Marga Provinsi DKI
Jakarta, dan Suku Dinas Bina Marga Lima Kota Administrasi sebanyak 35 orang,

sedangkan untuk jabatan fungsional umum yang ada di Dinas Bina Marga Provinsi
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DKI Jakarta, dan Suku Dinas Bina Marga Lima Kota Administrasi, termasuk
Satuan Tugas Pelaksana Dinas Bina Marga Tingkat Kecamatan sebanyak 293

orang.
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Tabel 2. Susunan Pejabat Eselon 11 dan 111 Dinas Bina Marga Provinsi DKI
Jakarta dan Suku Dinas Bina Marga Lima Kota Administrasi Per 31 Desember

2023

No Nama Jabatan Foto

1. | Heru Suwondo Kepala Dinas
Pendidikan :
S2 Administrasi Negara - Sekolah
Tinggi llmu Administrasi Negara-
STIA YAPAN
S1 Teknik Sipil - Institut Sains dan
Teknologi Nasional Jakarta

2. | Eko Kardianto Plt. Sekretaris Dinas
Pendidikan :
S2 — Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. HAMKA
S1- Institut Pemerintahan Dalam
Negeri (IPDN)

3. | Sofiatun Kepala Bidang Jalan dan
Jembatan
Pendidikan :
S3 Teknik Sipil — Universitas
Tarumanegara
S2 Teknik Sipil - Institut Teknologi
Bandung
S2 Teknik Sipil — Universitas
Trisakti
S1 Teknik Sipil - Universitas ISTN
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No

Nama

Jabatan

Foto

Hananto
Krisnawardoyo

Kepala Bidang Kelengkapan Jalan

Pendidikan:

S1 Teknik Sipil - Universitas
Trisakti

S2 Teknik Sipil — Universitas
Trisakti

Syamsul Bakhri

Kepala Bidang Prasarana Sarana
dan Utilitas Kota

Pendidikan :
Teknik Sipil, Universitas
Trisakti

Ery Ghazali

Kepala Bidang Penerangan Jalan
dan Sarana Umum

Pendidikan
S1 Teknik Elektro - Univeristas
Tridinanti Palembang

Eko Kardiyanto

Kepala Unit Pengadaan Tanah

Pendidikan :

S2 — Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. HAMKA

S1- Institut Pemerintahan Dalam
Negeri (IPDN)
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No

Nama

Jabatan

Foto

Taufik
Hendayana

Kepala Unit Peralatan &
Perbekalan Bina Marga

Pendidikan :

S2 llmu Lingkungan

S2 Teknik Sipil

S1 Teknik Mesin
Politeknik, Teknik Mesin

Bernhard F.M.
Gultom

Kepala UP. Penyelidikan,
Pengujian, & Pengukuran Bina
Marga

Pendidikan :
S2 Teknik Sipil - Universitas
Tarumanagara

10.

Wiwik Wahyuni.

Kepala Pusat Data dan
Informasi

Pendidikan :

S2 Manajemen Publik - STIA
Mandala Indonesia

S1 Manajemen Pembangunan
Perkotaan - STIA — LAN
Jakarta

11.

Muhammad
Soleh

Kepala Suku Dinas Bina Marga
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pendidikan :
S2 Teknik Studi Pembangunan
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No

Nama

Jabatan

Foto

12.

Darwin
Ali

Kepala Suku Dinas Bina Marga
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pendidikan :

S2 Manajemen - Universitas
Borobudur

S1 Teknik Elektro - Universitas
Muhammadiyah

13.

Hananto
Krisnawa
rdoyo

Plt. Kepala Suku Dinas Bina Marga
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pendidikan:

S1 Teknik Sipil - Universitas
Trisakti

S2 Teknik Sipil — Universitas
Trisakti

14.

Ir. Benhard
Hutajulu, MT

Kepala Suku Dinas Bina Marga
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pendidikan:

S2 Teknik Sipil - Universitas
Indonesia

S1 Teknik Sipil - Institut Teknologi
Bandung

15.

Ir. llham
Raya, MT

Kepala Suku Dinas Bina Marga
Kota Administrasi JakartaUtara

Pendidikan :
S2 Teknik Manajemen Pantai
Universitas Gadjah Mada

Sumber: Dinas Bina Marga

102



DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

103



DINAS BINA MARGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023

Suku Dinas Bina

Marga Kota Adm.

Jakarta Barat: 52
Orang

Suku Dinas Bina
Marga Kota Adm.
Jakarta Selatan:
52 Orang

Dinas Bina Marga: 201 Orang

Suku Dinas Bina Marga
Kota Adm. Jakarta
Timur:

52 Orang

e

Suku Dinas Bina
Marga Kota Adm.
Jakarta Utara:

42 Orang

Suku Dinas Bina
Marga Kota Adm.
Jakarta Pusat: 52
Orang

Gambar 2. Komposisi PNS Dinas Bina Marga Tahun 2023
(Sumber: Subbagian Kepegawaian Sekretariat, data per 31 Desember 2023)

Rincian PNS Dinas Bina Marga berdasarkan kualifikasi (a) golongan, (b) pendidikan,

dan (c) jabatan ditunjukkan pada Gambar 3. sebagai berikut:

(a) Kualifikasi Golongan

HGol. Il

Gol. 11 32% H Gol. Il
Gol. IV

Kualifikasi | Jumlah
Gol. Il 145
Gol. 1l 277
Gol. IV 26
Total 450
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(b) Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi | Jumlah

SMA d?n sSD 2
sederajat mSD
17% SMP 4
mSMP SMA dan 7
B SMA dan sederajat ST
oe D3 107
S1 213
msl S2 47
mSs2 Total 450

(c) Kualifikasi Jabatan

Kualifikasi | Jumlah
Kode 3 13
Kode 4 39
= Kode 3 Kode 5 53
H Kode 4 Kode 6 345
Kode 5 Total 450
H Kode 6

Gambar 3. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan kualifikasi: (a) pendidikan, (b) golongan dan

(c) jabatan
(Sumber: Subbagian Kepegawaian Sekretariat, data per 31 Desember 2023)

Berdasarkan data yang dijabarkan pada Gambar 3. diatas, per 31 Desember
tahun 2023, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta didukung oleh oleh Sumber
Daya berupa PNS yang mayoritas memiliki kualifikasi Pendidikan Strata-1 (S1)

dengan persentase sebanyak 47%, selain itu informasi lain yang dapat diperoleh
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adalah mayoritas PNS pada Dinas Bina Marga adalah memiliki pangkat Golongan

I11 dengan persentase 62% dari total seluruh jumlah pegawai.

3.9 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tahun

Anggaran 2023 pada tabel dibawabh ini.

Tabel 20. Tabel efisiensi penggunaan sumber daya Tahun Anggaran 2023
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

No Sasaran strategis Indikator Sasaran Tahun 2023 Penyerapan Tingkat
— anggaran Efisiensi
Target Realisasi (%) (%)
Penyediaan Jalan Raélo Je_llur
dengan pedestrian yang
Infrastruktur dllgr}gkapl
1 Pendukung untuk fasilitas 6.06 6.25 89.20% 13.93%
Mobilitas yang pendukung pada
Ootimal lokasi transportasi
P massal
Pembangunan dan | Persentase Jalan
2 | Pemeliharaan dengan Kondisi 96 97.27 | 89.20% | 13.93%
Infrastruktur Bina | Mantap
Marga

Sumber: Perhitungan Dinas Bina Marga

Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari program
yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai
100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu
anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah
tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Penyediaan Jalan dengan Infrastruktur Pendukung untuk
Mobilitas yang Optimal, memiliki capaian output sebesar 6,25%, melebihi dari
target sebesar 6,06% dengan realisasi anggaran sebesar 89.20% dari total
anggaran sehingga dapat melakukan efisiensi sebesar 10,80%.

2. Sasaran strategis Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga

dengan indikator sasaran adalah Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap,
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memiliki capaian output sebesar 97,27%, melebihi dari target sebesar 96%

dengan realisasi anggaran sebesar 89.20% dari total anggaran sehingga dapat

melakukan efisiensi sebesar 10,80%.

3.10 ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA PEN

Pada Tahun 2023 Dinas Bina Marga sudah tidak masih menerima dana PEN

untuk mendukung pendanaan penyelesaian kegiatan.

3.11 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut data analisis Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Tahun Anggaran 2023 Dinas Bina Marga pada tabel dibawah ini.

Tabel 21. Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun

Anggaran 2023 Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Pagu o Capaian ) Pagu o Capaian
Program APBDP Realisasi | Terhadap Kegiatan Pagu APBDP Realisasi Terhadap
APBDP APBDP
PROGRAM 2,008,387,3 | 1,791,497, 89.20 Penyelenggaraan | 2,122,035,5 | 2,008,387,3 | 1,791,497, 89.20
PENYELENGGA 62,759 540,931 Jalan 95,396 62,759 540,931
RAAN
JALAN
PROGRAM 508,024,44 | 425,740,5 83.80 Penyelenggaraan | 508,024,44 | 508,024,445 | 425,740,5 83.80
PENGEMBANG 5.00 60.00 Pelatihan 5.00 .00 60.00
AN Tenaga Ahli
JASA Konstruksi
KONSTRUKSI
PROGRAM 656,056,17 623,873,1 95.09 Administrasi 163,612,93 160,562,214 | 152,116,9 94.74
PENUNJANG 4,734.00 87,328.00 Keuangan 1,363.00 ,200.00 94,110.00
URUSAN Perangkat
PEMERINTAHA Daerah
N DAERAH
PROVINSI
Administrasi 33,236,899, | 27,088,294,
Umum 753.00 826.00 25,928,17 95.72
Perangkat 6,055.00
Daerah
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Program

Pagu
APBDP

Realisasi

Capaian
Terhadap
APBDP

Kegiatan

Pagu

Pagu
APBDP

Realisasi

Capaian
Terhadap
APBDP

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

23,875,706,

299.00

23,678,749,
412.00

21,840,82
9,344.00

92.24

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

49,300,718,

703.00

43,002,518,
431.00

38,468,71
3,067.00

89.46

Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

375,306,33
4,995.00

401,724,397
,865.00

385,518,4
74,752.00

95.97

Sumber: Perhitungan Dinas Bina Marga

Realisasi serapan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Provinsi sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 90%. Sedangkan untuk

Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi tidak

dapat mencapai target dikarenakan efisiensi dan kegiatan yang tidak dapat diprediksi

pelaksanaannya.

3.12 INOVASI DAN PRESTASI DINAS BINA MARGA

Inovasi diharapkan menjadi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) di

pemerintahan. Hal tersebut mengingat perubahan yang semakin masif dan keinginan

masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat,

mudah, efektif, dan efisien. Oleh karena itu Dinas Bina Marga selalu berpacu agar

dapat membuat sesuatu yang inovatif dan bermanfaat dan diusahakan tidak

membebankan Anggaran Daerah.
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Adapun serangkaian inovasi dan prestasi Dinas Bina Marga Tahun 2023 adalah

sebagali berikut :

1.

Aplikasi Sistem Informasi Penunjang Ke-binamarga-an (SISKA)

Aplikasi Sistem Informasi Penunjang Ke-binamarga-an (SISKA) adalah aplikasi
pengelola data yang dinamis secara langsung atau real-time dan bisa
menampilkan data dalam format GIS (Geographic Information System) berupa
peta digital yang merepresentasikan data infrastruktur ke-binamarga-an yang ada,
dan dilengkapi dengan fitur yang sudah terintegrasi dengan dengan beberapa
aplikasi yang sudah ada, dilengkapi dengan pemantauan pengguna dan kelola
akun user yang sudah disediankan oleh aplikasi SISKA. Layanan informasi
memuat data informasi terkait aset milik Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
berupa Halte, JPO/Jembatan Penyeberangan Orang, Flyover, Underpass,
PJU/Penerangan Jalan Umum, Sondir, dan Peil BMPP.

Gambar 10. Tampilan pada Aplikasi Sistem Informasi Penunjang Ke-
binamarga-an (SISKA)

Sistem Aplikasi Monitoring Jaringan PJU

Sistem Aplikasi Monitoring Jaringan PJU adalah suatu aplikasi yang mendukung
pelaksanaan monitoring jaringan PJU secara digital untuk menggantikan
pencatatan dilakukan secara manual melalui kartu kendali yang tersedia di Panel
saat ini. Adapun tujuan kegiatan meningkatkan kemudahan, kecepatan, ketepatan
dan akurasi dalam proses Monitoring Jaringan PJU pada Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Bina Marga Lima wilayah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
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@z jor P a

Gambar 11. Tampilan beranda pada Aplikasi Monitoring Jaringan PJU

3. Single Dashboard SMART PJU
Single Dashboard merupakan Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan
Kebinamargaan dimana proses pengembangan tersebut bisa memberikan data
yang bisa digunakan sebagai informasi dalam rangka mendukung
pelaksanaan pengelolaan SMART PJU. User Interface (UI) diharapkan mampu
mengoperasikan sistem dari alat sehingga dapat melakukan beberapa
penyesuaian kondisi pada lampu yang diinginkan seperti penyesuaian kuat
pencahayaan pada lampu, perubahan waktu menyala dan mati dan
pengelompokan berdasarkan grup wilayah, meteran, watt dan gardu/meteran
sehingga mempermudah dalam pengecekan rutin maupun berkala terkait

keberfungsian lampu penerangan jalan.

Fen 2 o]
PPPPPP 3 Bekasi
Pryart Regency
Cunung
Jafd o AR Ty eoox on L
or = ok TenCan o .
2009 3 oot s e 35230 [t
————————————

Gambar 12. Tampilan beranda pada Single Dashboard SMART PJU
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3.13

4. Aplikasi Quick Response Bina Marga

Aplikasi Quick Response Bina Marga adalah aplikasi yang dapat memudahkan
dalam melaksanakan fungsi input kegiatan, monitoring harian, pembuatan
laporan harian, pembuatan laporan berkala dan perencanaan kebutuhan material
dan kelengkapannya terkait Infrastruktur Bina Marga. Monitoring live harian
aplikasi Quick Response Bina Marga merupakan halaman yang berfungsi untuk
memasukkan kegiatan, data yang dimasukkan adalah tanggal, lokasi (peta dan
teks), template, sub template, material, foto pengerjaan ketika (0%, 50%, dan
100%).

Gambar 13. Tampilan beranda pada Aplikasi Quick Response Bina Marga

TINDAK LANJUT ATAS SARAN DAN REKOMENDASI DALAM LAPORAN
KINERJA TERHADAP BUDAYA KERJA ORGANISASI

Atas saran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta tahun 2023, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk
lebih optimal dalam bekerjasama maupun berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat
Daerah lain terkait dengan pemenuhan kinerja, dalam hal ini ialah pembangunan
infrastruktur. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Kegiatan Strategis Daerah
dimana berbagai Organisasi Perangkat Daerah terkait terlibat dalam perencanaan

kinerja dan pencapaian keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. Selain itu, pada tahun
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2023 Dinas Bina Marga juga telah melakukan inovasi dari segi IPTEK dalam industri

dan bisnis konstruksi seperti Sistem Aplikasi Monitoring Jaringan PJU dan single

dashboard PJU sehingga memudahkan dalam monitoring jaringan PJU dan

pelaksanaan pekerjaan penerangan jalan. Dari tindak lanjut atas saran dan

rekomendasi tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan kinerja sudah sejalan dengan

budaya kinerja organisasi.

Pada akhir tahun 2023 Dinas Bina Marga telah menerima penghargaan tata

Kelola standarisasi dan penilaian kesesuaian tahun 2023 atas pencapaian Indeks

Maturitas Tata Kelola SPK Level 3 dari Badan Standar Nasional (BSN).

W (BN i
PENGHARGAAN

TATA KELOLA STANDARDISASI
DAN PENILAIAN KESESUAIAN
TAHUN 2023

diberikan kepada :

DINAS BINA MARGA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Atas Pencapaian

INDEKS MATURITAS TATA KELOLA SPK LEVEL 3

Jakarta, 15 November 2023

Drs. Kukuh S. Adhma
Kepala Badan Standardis:

DINAS BINA MARGA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Elemen
1. PENGEMBANGAN STANDAR

10 1. KEBUJAKAN PENGEMBANGAN STANDAR 20 20

Nilai Elemen Kriteria Nilai Kriteria Maturitas

2. PROSES PENGEMBANGAN STANDAR 0,0

3. PENILAIAN KESESUAIAN DAN KETERTELUSURAN
PENGUKURAN

7 ENERAPAN STANDAR 20
2. PENERAPAN SNI SUKARELA 15

3. PENERAPAN SNI WAJIB N/A
28 1. KEBUJAKAN PK DAN KETERTELUSURAN 30
PENGUKURAN

2. PENGGUNAAN LPK YANG TERAKREDITAS! 30
3. PENGEMBANGAN LPK 20
3. SALING PENGAKUAN/MRA i N/A
5. KETERTELUSURAN PENGUKURAN 30

4. PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

23 1. SUMBER DAYA MANUSIA SPK 30
2. ORGANISASI SPK 20
3. SISTEM INFORMASI SPK 20

Penilaian Not Applicable (N/A) untuk :

Kebijakan dalam keberterimaan hasil penilaian kesesuaian dari

LPK di Luar Negeri kebijjakan dan keterfibatan dalam
standar ir i serta indikator yang

tercantum dalam penerapan SNI wajib.

TINGKAT MATURITAS

Gambar 14

Penghargaan penghargaan tata Kelola standarisasi dan

penilaian kesesuaian tahun 2023
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3.14 FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Bina Marga pada tahun 2023 tidak terlepas

dari beberapa faktor di antaranya:

Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terkena dampak pembangunan
oleh Dinas Bina Marga;

Pengembangan sistem pengadaan secara elektronik agar proses tender/seleksi
lebih efektif dan transparan;

Penyiapan readiness criteria yang dilakukan sejak awal;

Meneruskan kebijakan lelang dini;

Penggunaan metode dan peralatan yang mendukung transformasi digital di dunia
konstruksi;

Koordinasi intens dengan stakeholders terutama dalam kaitannya dengan
pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor;

Memitigasi risiko pada penugasan-penugasan khusus dan kondisi yang dapat
berdampak negatif pada Dinas Bina Marga;

Optimalisasi indeks sistem merit dan indeks profesionalitas ASN melalui
pengelolaan kinerja, penilaian potensi dan kompetensi, serta pengembangan
karier;

Pengembangan metode pembelajaran dan program pengembangan kompetensi,

seperti penerapan full e-learning;
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BAB 4 - PENUTUP
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BAB 4 PENUTUP

4.1

KESIMPULAN

Laporan kinerja Dinas Bina Marga menguraikan realisasi Kkinerja
dibandingkan dengan target kinerja awal tahun anggaran yang disusun berdasarkan
dokumen Rencana Strategis 2023-2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA SKPD) serta dokumen perencanaan lainnya.
Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Dinas Bina Marga masih belum
maksimal karena refocusing anggaran sebagai dampak dari pandemi COVID-19
masih berlaku. Namun Dinas Bina Marga dapat dikatakan berhasil dalam
mememenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan dilihat dari
capaian penuntasan target Indikator Sasaran Utama (IKU) dan capaian keuangan
yang masih dalam interval Tinggi-Sangat Tinggi mengacu pada ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mencapai target Sasaran dan Tujuan
melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan realisasi sebesar 101% terhadap
target Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Bina Marga, dan realisasi
sebesar 103% terhadap target penyediaan jalan dengan infrastruktur pendukung
untuk mobilitas yang optimal. Adapun, realisasi target tersebut dapat dicapai
dengan capaian realisasi anggaran program penyelenggaran jalan sebesar Rp
1,791,497,540,931 dari RP 2,008,387,362,759 yaitu sebesar 89,20%. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai target Tujuan dan Sasaran, Dinas Bina
Marga melakukan efisiensi anggaran sebesar 10.80%.

Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran tahun 2023, Dinas Bina Marga
dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memengaruhi Kinerja pencapaian
sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas

Bina Marga.
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Isu-isu strategis Dinas Bina Marga tersebut di antaranya: (1) Pembangunan
10 (Sepuluh) Missing Link Baru Di Wilayah DKI Jakarta (2) Penataan Jalan-Jalan
Protokol Di Provinsi DKI Jakarta (3) Peningkatan Kehandalan Tingkat
Kemantapan Jalan, Trotoar, Dan Fasilitas Pendukungnya (4) Penataan Jaringan
Utilitas Di Provinsi DKI Jakarta (5) Penataan Jalan, Trotoar & Fasilitas Pendukung
Dengan Konsep Complete Street Pada Jalur-Jalur Antar Moda Transportasi Publik
Serta Konektivitas Kawasan Permukiman.

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Bina Marga pada tahun 2023 tidak
terlepas dari beberapa faktor di antaranya: (1) sosialisasi dan pendekatan kepada
masyarakat terkena dampak pembangunan oleh Dinas Bina Marga; (2)
pengembangan sistem pengadaan secara elektronik agar proses tender/seleksi lebih
efektif dan transparan; (3) penyiapan readiness criteria yang dilakukan sejak awal;
(4) meneruskan kebijakan lelang dini; (5) penggunaan metode dan peralatan yang
mendukung transformasi digital di dunia konstruksi; (6) koordinasi intens dengan
stakeholders terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan rapat koordinasi lintas
sektor; (7) memitigasi risiko pada penugasan-penugasan khusus dan kondisi yang
dapat berdampak negatif pada Dinas Bina Marga; (8) optimalisasi indeks sistem
merit dan indeks profesionalitas ASN melalui pengelolaan kinerja, penilaian
potensi dan kompetensi, serta pengembangan karier; (9) pengembangan metode
pembelajaran dan program pengembangan kompetensi, seperti penerapan full e-
learning.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mencapai target
kinerja, di antaranya: (1) kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi yang belum
optimal, terutama akibat masalah ketersediaan lahan serta proses perizinan
pembebasan lahan; (2) proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu
relatif lama; (3) berbagai kegiatan konstruksi yang mengakibatkan diperlukannya
penyesuaian terhadap pengalokasian anggaran dan waktu pelaksanaan; Guna
meningkatkan Kinerja pada tahun mendatang, serta dalam rangka meningkatkan
kepuasan masyarakat atas pelayanan publik, Dinas Bina Marga terus berkomitmen
untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan melalui: (1) peningkatan

sinkronisasi antara proses perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan
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pelaksanaannya, guna memastikan kegiatan yang dianggarkan merupakan
kegiatan-kegiatan yang benar-benar telah siap dilaksanakan; (2) meneruskan
strategi pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme lelang dini, antara lain guna
mengantisipasi waktu proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu
yang lebih lama; (3) melakukan koordinasi aktif dengan perangkat daerah lain
dalam pelaksanaan anggaran dan keberlanjutan program dari infrastruktur yang
telah terbangun; (4) meningkatkan koordinasi secara intensif institusi/stakeholder
terkait pada lokasi pekerjaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan,
pemantauan, dan evaluasi pekerjaan; (6) mengoptimalkan penerapan manajemen
risiko dalam pelaksanaan kegiatan, guna mengantisipasi kendala yang akan
dihadapi.

1.2 SARAN

Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan pembenahan
dan peningkatan pelayanan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia Dinas Bina Marga agar tetap dapat memberikan pelayanan
secara optimal kepada masyarakat. Terhadap hambatan dan kendala yang ditemui
terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal akan terus diupayakan peningkatan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki
Dinas Bina Marga. Demi menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, maka
dirumuskan beberapa saran serta masukan sebagaimana berikut :
= Sebagai dampak akibat Pandemi Covid-19, maka kondisi keuangan Provinsi
DKI Jakarta menjadi kurang stabil sehingga terjadi kesenjangan antara
kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman, oleh karena itu
diharapkan lebih optimal pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya
untuk mendukung keterbatasan pendanaan Peningkatan kerjasama dan
kemitraan dengan para pihak dalam ekosistem investasi bidang Infrastruktur
(dalam dan luar negeri).

= Diperlukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk
melaksanakan pembangunan infratruktur yang komprehensif sesuai dengan

kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
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= Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun berikutnya harus berorientasi
pada pencapaian outcome dengan timeline yang lebih sesuai, sehingga target
kinerja dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan perencanaan
anggaran yang baik.

= Sedangkan dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
merupakan salah satu sumber daya utama dalam industri dan bisnis konstruksi
sehingga perlu adanya pengembangan pemanfaatan teknologi konstruksi seperti

green construction dan sensitive water urban design.
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Laporan Eselon lll

SEKRETARIS - DINAS BINA MARGA

Periode 2023 - 2026

Tahun 2023
No Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan TI::::n Tri Targst| Realisasi | Cap Valid. K g
TW1 4 4 100| Valid Konsolidasi : Average
4 |PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Terwujudnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah indeke 4 TW?2 4 4 100|Valid  |Polarisasi : Maximize
DAERAH PROVINSI 'yang transparan dan akuntabel Daemah TW3 4 4 100| valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 4 4 100| Valid
TW1 4 4 100|Valid Konsolidasi : Average
P f . Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat| . L|TW2 4 4 100 Valid Polarisasi : Maximize
2 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah indeks ‘W3 3 7] 50 Vaid Tipe PJ : Target Tunggal
TW4 4 4 100| Valid
TW1 4 4 100|Valid Konsolidasi : Average
R . A Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat | . TW 2 4 4 100|Valid | Polarisasi : Maximize
3 | Administrasi U kat Da
inistrasi Umum Perang erah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah indeks 4 W3 2 ) 100 Vaid Tipe P : Target Tunggal
W4 4 4 100|Valid
TW 1 4 4 100 | Valid Konsolidasi : Average
. Tarlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang i W2 4 4 100|Valid Polarisasi : Maximize
4 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Urusen Pemerintahan Daerah indeks 4 W3 i 2 100|vald | Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 4 4 100| valld
TWA1 4 4 100|Valid Konsolidasi : Average
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik indeks LTW2 4 4 100| valid Polarisasi : Maximize
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lTwW 3 4 4 100| Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 4| 4 100] valid
Jakarta, 2023

Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta

Heru Suwondo
NIP. 196805071998031007

PIt. Sekretaris Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta




Laporan Eselon Il
KEPALA BIDANG JALAN DAN JEMBATAN - DINAS BINA MARGA
Periode 2023 - 2026

Tahun 2023
No Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Triwulan | Target | Realisasi | Capaian | Validasi Keterangan
1|PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Terwujudnya penyelenggaraan jalan yang | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap |Indeks 4|TW 1 0 0 NA|Valid Konsolidasi : Average
aman, memadai, modern, terintegrasi, Pelayanan Penyelenggaraan Jalan TW 2 0] Q NA|Valid Polarisasi : Maximize
ramah lingkungan dan terjangkau bagi T™W3 4 4 100| Valid Tipe PJ : Target Tunggal
masyarakat Jakarta W4 4 4 100 Valid
2|Penyelenggaraan Jalan Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Penambahan road ratio Persentase 0.0033|TW 1 0 0 NA|Valid Konsolidasi : Take Last Known (Normal})
Provinsi TW?2 0 0 NA|Valid Polarisasi : Maximize
TW3 0 0 NA|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW4 0.0033| 0.0033 100|Vvalid

Kepala Dinas Bina Margza Provinsi DK} Jakarta a.

Herd Suwondo
- NIP. 196805071998031007

lakarta,

Kepala Bidang falan dan fjembatan
Dinas Bina Marga Provinsi DKl Jakarta

Sofiatun
NIP. 197607212006042003




Laporan Eselon il
KEPALA BIDANG PENERANGAN JALAN DAN SARANA UMUM - DINAS BINA MARGA
Periode 2023 - 2026

Tahun 2023
No Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian | Validasi Keterangan
1|PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terwujudnya layanan penunjang urusan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan |indeks 4/TW 1 4 4 100|Valid Konsolidasi : Average
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pemerintahan daerah yang transparan dan |Pemerintah Daerah W2 4 4 100|Valid Polarisasi : Maximize
akuntabel TW 3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW4 4 4 100|Valid
2|PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Terwujudnya penyelenggaraan jalan yang  |Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Indeks 4[TW 1 o] 0 NA|Valid Konsolidasi : Average
aman, memadai, modern, terintegrasi, Pelayanan Penyelenggaraan Jalan TW2 [9] 0 NA|Valid Polarisasi : Maximize
ramah lingkungan dan terjangkau bagi W3 4 4 100/ Valid Tipe PJ : Target Tunggal
masyarakat Jakarta W4 4 4 100|Valid
3| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang |Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa |indeks 4|TW 1 4 4 100|valid Konsolidasi : Average
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah W2 4 4 100|Valid Polarisasi : Maximize
TW 3 4 4 100/|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
W4 4 4 100|valid
4|Penyelenggaraan Jalan Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Persentase Pencahayaan kota Persentase 5/TwW i o] 0 NA |Valid Konsolidasi : Take Last Known {Normal)
Provinsi TW 2 ] 0 NA |Valid Polarisasi : Maximize
TW 3 o] 0 NA |Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 5 5,18 103.6/{Valid
Mengetahui, JakartaA® Desember 2023

tga Provinsi DKI Jakarta

Herli Suwondo
NIP 196805071998031007

Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

-

Ery Ghazali
NIP 196206011998031005




Laporan Eselon Il
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA UTILITAS KOTA - DINAS BINA MARGA
Periode 2023 - 2026

Tahun 2023
No Program/ Kegl. S Program/ K Indliator Kinerja Satuan | Target Tah Tri Target | Realisasi Valid Keterangan
1 [PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Terwujudnya penyelenggaraan jalan yang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Indeks 4{TW 1 0 0 NA |Valid Kansolidasi : Average
aman, memadai, modern, terintegrasi, Pelayanan Penyelenggaraan Jalan TW 2 [4] 0 NA |Valid Polarisasi : Maximize
ramah lingkungan dan terjangkau bagi TW 3 4 4 10Q|Vvalid Tipe PJ : Target Tunggal
masyarakat Jakarta TW4 4 4 100 Valid
2 |Penyelenggaraan Jalan Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Penambahan road rztio Persentase 0.0033|TW 1 4] o] NA |Valid Konsolidasi : Take Last Known (Nomal)
Provinsi TW 2 4] 0 NA |Valid Polarisast : Maximize
TW 3 a 0 NA |Valid Tipe PJ : Target Tunggal
W4 0.0033 0.0033 100/ Valid
Persentase penambzhan pembangunan Persentase 16{TW 1 Q 0 NA |Valid Konsolidasi : Take Last Known {Normal)
SIUT TW2 a 0 NA |Valid Polarisasi : Maximize
™3 0 0 NA |Valid Tipe Pi : Target Tunggal
TW4 16 16 100|Vvalid
Jakarta, 2023

Kepala Dinas Bina Marga
P Ki Jakarta

NIP 136805071998031007

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Syamsiui Bakhri

NIP 196712281957031004




Laporan Eselon Wi
KEPALA BIDANG KELENGKAPAN JALAN - DINAS BINA MARGA
Periode 2023 - 2026

Tahun 2023
Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target | Triwulan| Target | Realisasl Capaian Valldasi Keterangan
Tahunan
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN| Terwujudnya penyelenggaraan jalan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap |Indeks AlTW1 0 0 NA|Valid Konsolidasi : Average
yang aman, memadai, modern, Pelayanan Penyelenggaraan Jalan TW 2 0 a NA|Valid Polarisasi : Maximize
terintegrasi, ramah lingkungan dan TW 3 4 4 100| valid Tipe PJ : Target Tunggal
terjangkau bagi masyarakat Jakarta W4 4 4 100|valid
2| Penyelenggaraan Jalan Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan |Persentase penambahan trotoar Persentase 6,08|TW 1 Q 0 NA|[Valid Konsolidasi : Take Last Known {(Normal}
Provinsi TW2 0 0 NA|Valid Polarisasi : Maximize
TW3 0 0 NA|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
W4 6,08 6,15| 101,15131578947|Valid
Jakarta, 2B ~ {2 — 2023
Kepala Dinas Bina Marga Kepala Bidang Kelengkapan Jalan
Dinas Bina Marga Provinsi DKl Jakarta
b
Hery Suwondo Hananto Krisfawardono

NIP 196805071998031007 NIP 197602272006041007




Laporan Eselon i
KEPALA UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA - DINAS BINA MARGA
Periode 2023 - 2026

Tahun 2023
No Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Indikator Kinerja Satuan Target | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian | Validasi Keterangan
Kegiatan Tahunan
1|Program Terwujudnya Indeks Kepuasan Indeks 41TW 1 0 0 NA|Valid Konsolidasi : Average
Penyelenggaraan penyelenggaraan Masyarakat
Jalan jalan yang aman, terhadap Pelayanan TW2 0 0 NA|Valid Polarisasi : Maximize
memadai, modern, |Penyelenggaraan
terintegrasi, ramah |Jalan
lingkungan dan TW 3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
terjangkau bagi
masyarakat Jakarta TW4 4 4 100|Valid
2|Penyelenggaraan Terlaksananya Penambahan road |Persentase 0,0033|TW 1 0 0 NA|Valid Konsolidasi : Take Last |
Jalan Provinsi Penyelenggaraan ratio Known (Normal)
Jalan Provinsi TW 2 0 0 NA|Valid Polarisasi : Maximize
TW3 0 0 NA|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW4 0,0033 0,0033 100|Valid
Jakarta, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta

Heru Suwondo
NIP 196805071998031007

Kepala Unit Pengadaan Tanah Bina Marga
Dinas Bina Marga Provinsi DK| Jakarta

NIP 197202161997021001



Laporan Eselon I

KEPALA UNIT PERALATAN DAN PERBEKALAN BINA MARGA - DINAS BINA MARGA

Periode 2023 - 2026

Tahun 2023
No Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Realisasi| Capaian | Validasi Keterangan
1|PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terwujudnya layanan penunjang urusan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang indeks 4|]TW 1 4 4 100|Valid Konsolidasi : Average
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pemerintahan daerah yang transparan dan (Urusan Pemerintah Daerah TW 2 4 4 100|Valid Polarisasi : Maximize
akuntabel TW 3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 4 4 100|Valid
2|PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Terwujudnya penyelenggaraan jalan yang |Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Indeks 4|TW 1 0 0 NA|Valid Konsolidasi : Average
aman, memadai, modern, terintegrasi, Pelayanan Penyelenggaraan Jalan TW2 0 0 NA|Valid Polarisasi : Maximize
ramah lingkungan dan terjangkau bagi TW3 4 4 100|Vvalid Tipe PJ : Target Tunggal
masyarakat Jakarta W4 4 4 100|Valid
3|Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi  |indeks 4TW 1 4 4 100|valid  |Konsolidasi : Average
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah W 2 4 4 100|Valid Polarisasi : Maximize
TW 3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 4 4 100|Valid
4|Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang [Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan indeks 4|TW 1 4 4 100|Valid Konsolidasi : Average
Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan W2 4 4 100|Valid Polarisasi : Maximize
Daerah Pemerintah Daerah TW 3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 4 4 100|Valid
5|Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik  [Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan |indeks 4TW1 4 4 100|Vvalid  |Konsolidasi : Average
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan  |Barang Milik Daerah Penunjang Urusan TW 2 4 4 100|Valid Polarisasi : Maximize
Daerah Pemerintahan Daerah W3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 4 4 100|Valid

Kepala Dinas Bina Marga

Heru puwondo
196805071998031007

Jakarta, 29 Desember 2023
Kepala Unit Peralatan dan Perbekalan Bina Marga
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

19740710199

31007




Laporan Eselon ll

KEPALA UNIT PENYELIDIKAN PENGUKURAN DAN PENGUJIAN BINA MARGA - DINAS BINA MARGA

Periode 2023 - 2026

Tahun 2023
No Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Triwulan | Target | Realisasi | Capaian | Validasi Keterangan
Tahunan )
1|PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terwujudnya layanan penunjang urusan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan |indeks 4|TW1 4 Konsolidasi : Average
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pemerintahan daerah yang transparan dan |Pemerintah Daerah TW 2 4 Polarisasi : Maximize
akuntabel TW3 4 Tipe P : Target Tunggal
W4 4
2|PROGRAM PENGEMBANGAN JASA Terwujudnya pengembangan kualitas jasa | Indeks Kepuasan Pelayanan laboratorium di |Indeks 4TW1 0 Konsolidasi : Take Last Known
KONSTRUKSI konstruksi yang transparan dan akuntabel | bidang Ke Bina Margaan (Normal)
W2 0] Polarisasi : Maximize
TW3 0 Tipe PJ : Target Tunggal
W4 4
3| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang |Terlaksananya Pengadaan Barang Milik indeks Kepuasan Pelayanan Pengadaan indeks 4/TW1 4 Konsolidasi : Average
Urusan Pemerintah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan TW?2 4 Polarisasi : Maximize
Daerah Pemerintah Daerah TW3 4 Tipe PJ : Target Tunggal
TW4 4
4|Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik  |Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan  |indeks 4{TW 1 4 Konsolidasi : Average
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan T™™W 2 4 Polarisasi : Maximize
Daerah Pemerintahan Daerah TW3 4 Tipe PJ : Target Tunggal
TW4 4
5|Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Terlaksananya penyelenggaraan Pelatihan  |Rasio pegawai yang terlatih yang dibuktikan |Persentase 100|TW 1 0 Konsolidasi : Sum
Konstruksi Kompetensi pegawai terkait Penyelidikan, |dengan sertifikat kelulusan W2 0 Polarisasi : Maximize
Pengujian, dan Pengukuran W3 30 Tipe PJ : Target Tunggal
TW4 100
Jakarta, Desember 2023

Kepala Dinas Bina Marga
PI lakarta
A

Heru Suwondo
NIP. 196805071998031007

Kepala Unit Pengelola Penye!
Pengujian, dan Penguk
Dinas Bina Marg

Bernhfird F. M. Gultom, ST, MT
NIP. 197302151998031006




Laporan Eselon IlI
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI BINA MARGA - DINAS BINA MARGA Periode

2023 - 2026
Tahun 2023
No | Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan |Indikator Kinerja Satuan I::lg‘;tan Triwulan | Target | Realisasi | Capaian | Validasi | Keterangan
u
1 |PROGRAM PENUNJANG Terwujudnya layanan Indeks Kepuasan indeks | 4/ TWA1 4 4 100 | Valid Konsolidasi : Average
URUSAN PEMERINTAHAN | penunjang urusan Layanan Penunjang w2 4 4 100 | Valid Polarisasi : Maximize
DAERAH PROVINSI pemerintahan daerah yang Urusan Pemerintah ! Tipe PJ : Target Tunggal
transparan dan akuntabel Daerah T™W3 4| 4 100| Valid
TW 4 4 4 100 /| Valid
2 | Administrasi Umum Terlaksananya Administrasi Indeks Kepuasan indeks 4/TW 1 4 4 100 | Valid Konsolidasi : Average
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah | Pelayanan Administrasi W2 4 4 100 | Valid Polarisasi : Maximize
Umum Perangkat Tipe PJ : Target Tunggal
Daerah TW3 4 4 100 | Valid
TW4 4 4 100 | Valid
Jakarta, Desember 2023

Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKl Jakarta

Heru Suwondo
NIP 196805071998031007

Kepala Pusat Data dan Informasi Bina Marga
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Wiwik Wahyuni. S,Sos, M.3i
NiP 196811101991032010




Laporan Eselon 11l
KEPALA SUKU DINAS - SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKPUS
Periode 2023 - 2026

Tahun 2023
No Program/ K Sasaran Program/ Kegi Indikator Kinerija Satuan Target Tah Triwulan | Target | Realisasl | Capalan | Validasi Keterangan
1| PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terwujudnya layanan penunjang urusan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang indeks 4|TW 1 4 a 100{ valid Konsolidasi : Average
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pemerintahan daerah yang transparan dan |Urusan Pemerintah Daerah TW?2 4 4 100| Valid Polarisasi ; Maximize
akuntabel ™W 3 4 a 100| valid Tipe P1: Target Tunggal
TW4 4 4 100| valid
2|PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Terwujudnya penyelenggaraan jalan yang  |Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Indeks 4|TW 1 0 0 NA!Valid Konsolidasi : Average
aman, memadai, modern, terintegrasi, Pelayanan Penyelenggaraan Jalan W2 0 0 NA{Valid Polarisasi : Maximize
ramah lingkungan dan terjangkau bagi TW3 4 a 100| Valid Tipe P) : Target Tunggal
masyarakat Jakarta w4 4 4 100| valid
3} Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi indeks 4/TW 1 4 4 100| valid Konsolidasi : Average
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah W2 4 4 100|Valid Polarisasi : Maximize
W3 4 4 100|valid Tipe PJ : Target Tunggal
w4 4 4 100| valid
4|Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang |Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan indeks 4/TW 1 4 a4 100|valid Konsolidasi : Average
IPemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan TW 2 4 4 100 Valid Polarisasi : Maximize
Daerah ™3 a4 a4 100|valid Tipe PJ : Target Tunggal
w4 4 4 100| Valid
5| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik  |Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan |indeks 4TW 1 0 0 NA|Valid Konsolidasi : Average
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan TW?2 4 4 100| Valid Polarisasi : Maximize
Daerah Pemerintahan Daerah TW 3 4 4 100| valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 4 4 100| valid
6| Penyelenggaraan Jalan Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Persentase penambahan trotoar Persentase 6,08{TW 1 Q 0 NA|Valid Konsolidasi : Take Last Known {Normal)
Provinsi TW2 0 (1 NA|Valid Polarisasi : Maximize
TW 3 0 0 NA|Valid Tipe P : Target Tunggal
TW4 6,08 6.08 100| Valid
Jakarta, Desember 2023

Kepala Dinas Bina Marga

Pr | Jakarta ? .

Heru Suwonda
NIP. 196805071998031007

Kepala Suku Dinas Bina Marga

Kota Administrasi Jakarta Pusat




Laporan Eselon Il
KEPALA SUKU DINAS - SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKUT

Periode 2023 - 2026

NIP. 196805071998031007

Tahun 2023
No Program/ Keglatan Sasaran Program/ Keglatan Indikator Kinerja Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target | Resfisas Capalan Validasl | Keterangan
1| PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terwujudnys lay P jang urusan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan |indeks 4TW1 4 4 100| Valid Konsolidasi : Average
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS! pemerintahan daerah yang transparan dan | Pemerintah Daerah W2 4 4 100| Valid | Polarisasi : M. i
akuntabel W3 4 4 100} valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 4 4 100| valid
2| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN ‘Terwujudnya penyelenggaraan jalan yang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap | Indeks 4TW1 0 0 NA|Valid Konsolidasi : Average
:aman, memadai, modern, terintegrasi, Pelayanan Penyelenggaraan Jalan iTW2 0 [+] NA | Valid Polarisasi : Maximize
ramah lingkungan dan terjangkau bagi TW 3 4 4 100|Valid Tipe P) : Target Tunggal
| masyarakat Jakarta ™4 4 4 100|valid
3| Administras! Umum Perangkat Daerah ‘Terlaksananya Administrasi Umum Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi indeks 4TW1 4 4 100} Vvalid Konsolidasi : Average
| Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah W2 4 4 100|Vatid | Polarisasi : Maximize
TW 3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW4 4 4 100 valid
4| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan ‘Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang  |Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa |indeks 4TW1 4 4 100{vahid | Konsolidasi : Average
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW 2 4 4 100|vald Polarisasi : Maximize
W3 4 4 100| valid Tipe PJ : Target Tunggal
W4 4 4 100| Valid
§|Pemeliharaan Barang Milik Daerah ‘Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik  |indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan  |indeks ATW 1 4 4 100|Valid Keonsolidasi : Average
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan w2 4 4 100|Vvalid Polarisasi : Maximize
Daerah Pemerintahan Daerah W3 4 4 100 valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW4 4 4 100| valid
6| Penyelenggaraan Jalan Provinsi 'Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Persentase penambahan trotoar Persentase 6,08[TW 1 [ a NA|Valid Konsolidasi : Take Last Known (Normal)
Provinsi ™W?2 1] (4] NA|Valid Polarisasi : Maximize
TW3 0 4] NA|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
w4 6,08 6.15 101,151 Valid
Jakarta,
Kepala Dinas Bina Marga Kepala Suku Dinas Bina Marga
Provinsi Da ibukota Jakarta Kota Adminigbrasi Jakarta Utara
Heru puwondo

itham Raya
NiIP. 196703211997031003




Laporan Eselon IlI

KEPALA SUKU DINAS - SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR

Periode 2023 - 2026

Tahun 2023
No Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Keglatan Indlkator Kinerja Satuan Target | Triwulan | Target | Realisasi | Capaian | Validasi Keterangan
1[PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terwujudnya layanan penunjang urusan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan |indeks 4|TW 1 4 4 100|Valid Konsolldasl : Average
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI pemerintahan daerah yang transparan dan [Pemerintah Daerah W2 4 4 100|Valid Polarisasi : Maximize
akuntabel TW 3 4 4 100(Valid Tipe PJ : Target Tunggal
W4 4 4 100(Vvalid
2|PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Terwujudnya penyelenggaraan jalan yang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Indeks 4|TW 1 0 0 NA|Valid Konsolidasi : Average
aman, memadai, modern, terintegrasl, Pelayanan Penyelenggaraan Jalan TW 2 0 0 NA|Valid Polarisasi : Maximize
ramah lingkungan dan terjangkau bagi TW 3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
masyarakat Jakarta TW4 4 4 100|Valid
3[{Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Indeks 4|TW 1 4 4 100|Valld Konsolldasl : Average
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah TW 2 4 4 100|Valid Polarisasl : Maximize
TW 3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW4 4 4 100|Valid
4|Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang  |Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan Jasa |indeks 4|TW 1 4 4 100]Valid Konsolldasl : Average
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TW2 4 4 100|Valld Polarisasl : Maximize
TW3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
W4 4 4 100|Valid
5|Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Millk | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan  (indeks 4{TW 1 4 4 100{Valid Konsolidasi : Average
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan TW 2 4 4 100|Valid Polarisasl : Maximize
Daerah Pemerintahan Daerah TW 3 4 4 100|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
W4 4 4 100{Valid
6|Penyelenggaraan Jalan Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Persentase penambahan trotoar Persentase 6,08|TW 1 0 0 NA|Valid Konsolidasl : Take Last Known
Provinsl W2 0 0 NA|Valid Polarisasl : Maximize
TW 3 0 0 NA|Valid Tipe PJ : Target Tunggal
TW 4 6,08 6,15 101.15(Valid

Kepala Dinas Bina Marga
Kota Admipisttast Jakarta Barat %

Heru Suwando
NIP. 196805071998031007

Darwin Ali

Jakarta, 29 Desember 2023
Kepala Suku Dinas Bina Marga
Kota Administrasi Jakarta Barat

NIP. 197107181998031006




Laporan Eselon I
KEPALA SUKU DINAS - SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKSEL

Periode 2023 - 2026
Tahun 2023
No Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Kegi Indikator Kinerja S Target Tahunan |  Triwulan Target Reaiisasi Capaian Validas| K g
1 |Administrasi Umum Perangkat Tertaksananya Administrasi Umum |indeks Kepuasan Pelayanan indeks 4 W1 4 4 100% Valid Konsolidasi : Average
Daerah Perangkat Daerah Admirustrasi Umum Perangkat Daerah TW2 4 4 100% Valid Polarisasi : Maxiinize
w3 4 a 100% Valid Tipe Pl : Target Tunggal
™wW4 A 4 100% Valid
2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Indeks Kepuasan Pelayanan Penyediaan indeks 4 ™1 1 4 100% Valid Konsolidasi : Average
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan w2 1 4 100% Valid Polarisasi : Maximize
Daerah W3 4 4 100% Valid Tipe PI ; Target Tungga!
W4 4 4 100% Vald
3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pemetiharaan Barang | Indeks Kepuasan Pelayanan indeks 4 W1 ] 4 100% Valid Konsolidasi : Average
Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemaliharaan Barang Milik Daerah W2 4 4 100% Valid Polarisasi : Maximize
Daerah Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan TW 3 4 4 100% Valid Tipe P) : Target Tunggal
Daerah w4 4 4 100% Valid
4 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan lalan |[Persentase penambahan trotoar Persentase 6,08 TW1 0 [*] N/A Valid Konsolidasi : Take Last Known (Normal)
Provinsi TW 2 2] ) N/A Valid Polarisasi | Maxirize
TW 3 ] 0 N/A Valid Tipe P ; Target Tunggal
TW4 6,08% 6,15% 101,15% Vald
lakarta, Desemnber 2023
Kepala Dinas Bina Marga Pit. Kepala Suku Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta Kota Administrasi Jlakarta Sel,
—
Heiu Suwondo Hananto Krisfdwar dono

NIP. 196805071998031007

NIP, 197602272006041007
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